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ABSTRACT

Putra, Muh. Ardhiansyah. “Indonesia’s Interests towards Papua New Guinea
Through the Joint Border Committee (JBC) in the Merauke Border Area in 2018 —
2020.” State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Keywords: National Interest, Cooperation, Border Area, Indonesia, Papua New
Guinea, Joint Border Committee (JBC)

This research aims to find out Indonesia's interests towards Papua New Guinea
through the Joint Border Committee (JBC) in the Merauke border area in 2018 -
2020. The approach used in this study is qualitative and the data collection
method is through interviews and documentation as well as data analysis methods
using Miles and Huberman's interactionist model. This research uses the concept
of national interest. The results of this research found the fact that Indonesia's
interest towards Papua New Guinea through the Joint Border Committee (JBC) in
the Merauke border area in 2018 - 2020 is an effort to protect and defend national
interests against the integrity and sovereignty as well as to secure the borders of
the nation-state from interference and threats from national and other countries.

ABSTRAK
Putra, Muh. Ardhiansyah. “Kepentingan Indonesia Terhadap Papua New
Guinea Melalui Joint Border Committee (JBC) di Kawasan Perbatasan Merauke
pada Tahun 2018 — 2020.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
2021

Kata kunci: Kepentingan Nasional, Kerjasama, Kawasan Perbatasan, Indonesia,
Papua New Guinea, Joint Border Committee (JBC)

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepentingan Indonesia terhadap Papua
New Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan perbatasan
Merauke pada tahun 2018 — 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah kualitatif dan metode pengumpulan data melalui wawancara dan
dokumentasi serta metode analisis data menggunakan model interaksionis Miles
dan Huberman. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional. Hasil
penelitian ini menemukan fakta bahwa kepentingan Indonesia terhadap Papua
New Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan perbatasan
Merauke pada tahun 2018 - 2020 adalah upaya untuk melindungi dan
mempertahankan kepentingan nasional berupa keutuhan dan kedaulatan serta
mengamankan perbatasan negara-bangsa dari gangguan dan ancaman nasional
maupun negara lain.

viii



DAFTAR ISI

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI ..ot [
PERSETUJUAN PEMBIMBING.........ccooiiiiiiiiiici e i
MOTTO bbb re e ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH.................... v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI............ v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS (SCAN) ....cootiiiiiierieniene e, Vi
GLOSARIUM L. vii
ABSTRAK .. ek viii
KATA PENGANTAR ... b IX
DAFTAIRRE B ... D N ... Xii
DAFTAR GAMBAR ... Xiv
BAB |: PENDAHULUAN ...t 1
A .Latar Belakang Masalah..............cccoiiiiiiiiiiii s 1
B.RUMuUSaN Masalah ...t 17
C.TUJuaN PENEIITIAN ...ttt 17
D.Manfaat PENEITIAN .........ooviiiiiiiii i 18
E. Tinjauan PUSEAKA. ...........couiiiiiiiieee e 18
F. Argumentasi UTAMA .........ccooiiiiiiiiiiiieeee e 29
G.Sistematika Pembahasan ... 30
BAB I1: KERANGKA KONSEPTUAL ......ooiii e 32
A.Konsep Kepentingan Nasional Realisme...........ccccccevvviiieiie e, 32
B.Interaksi Perbatasan Oleh Oscar J. Martinez ............ccccceceveienencninnnnnn, 37
C.Joint Border COMMILIEE ......c..eiiiiiiiceeee e 40

xii



D.Kawasan PerbataSan ........cccoeee oo oo 41

BAB [11: METODE PENELITIAN ....ooiiii s 43
A.Pendekatan dan Jenis Penelitian.............ccoceoeiiiiiiiiiiieeee e 43
B.LOKaST dan WaKLU ........cc.ooiiiiiiiiiiiiecice e 44
C.Subjek Penelitian dan Tingkat ANaliSis ..........ccceveiiieieereiiie s 44
D.Tahap-Tahap Penelitian ........ccccveveiiieiiiiieieece e 45
E. Teknik Pengumpulan Data............c.cccveiiiiiiiece e 47
F. Teknik ANaliSIS Data.........ccvoiiiiiiiiiiiieiieisie et 49
G.Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data...........cceoeinieiieniiiieieisc e 51

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA ..o 53
A.Sejarah Perbatasan Republik Indonesia — Papua New Guinea................... 53

B.Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia dan Papua New Guinea 60

C.Kerjasama Lintas Batas Negara Republik Indonesia - Papua New Guinea
Melalui Joint Border Committee (JBC) di Kawasan Perbatasan Merauke.... 71

D.Kepentingan Indonesia Melalui Joint Border Committee (JBC) di Kawasan

Perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 — 2020 ............cccooveneinnincicienenns 109
BAB VIPENUTUP ...t 117
AKESIMPULAN ...t 117
B.SARAN L. 117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xiii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Peta Wilayah Republik Indonesia dan Papua New Guinea ............. 55
Gambar 4.2: Persebaram Monumen Meridian di Kawasan Perbatasan Merauke.58

Gambar 4.3: Persebaram 52 Pilar Perbatasan Negara Republik Indonesia — Papua

INBWW GUINEA. ..ottt e e e e e e e et e e e e e e e ee ettt eeeeeeaeeeaeeeeeaseaaaans 65

Gambar 4.4 Peta Lokasi Proritas dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional

Perbatasan Negara Republik INAONESIA. ............cccciiiiiiiiiiiicicie e 67

Xiv



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa kontemporer terdapat banyak wilayah yang telah merdeka dari
penjajahan dan menjadi negara berdaulat dengan memiliki unsur konstitutif dan
deklaratif berupa penduduk, wilayah, pemerintahan, dan menjalin hubungan antar
negara. Setiap negara ini berusaha untuk memelihara keseimbangan kekuatan
yang ada, memperoleh lebih banyak kekuatan, dan mempertahankan atau
memperluas kekuasaan dengan menggunakan kekuatan baik militer, politik,
maupun ekonomi, salah satunya melindungi dan mempertahankan keutuhan dan

kedaulatan negara-bangsa terhadap gangguan dan ancaman dari negara lain.?

Gangguan dan ancaman ini umumnya berasal dari negara lain, sehingga
suatu negara akan melakukan diplomasi dan kerja sama antar negara guna
mencapai kepentingan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia
adalah dengan melakukan berbagai kerja sama dengan negara-negara tetangga
yang berbatasan langsung dengan Indonesia baik berbatasan daratan maupun

lautan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang telah merdeka dan berdaulat
pada masa kontemporer ini, demikian juga dengan negara-negara di benua Asia
dan Afrika yang telah memperoleh hal yang sama dengan terbebas dari

penjajahan. Negara-negara tetangga Indonesia yang berhasil memperoleh

2 Hans J. Morgenthau, “Dilemmas of Politics,” Dalam The Morgenthau Approach to
International Relations: A Study in Theory and Policy (California: Fresno State Collage, 1968),
diakses pada 14 Juli 2021, https://scholarworks.calstate.edu/downloads/hh63sx02p



kemerdekaan memiliki letak geografis cukup dekat atau dalam satu regional Asia
Tenggara dan Pasifik, yaitu negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam,
Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Timor Leste, Papua New
Guinea dan secara khusus terhadap negara Malaysia, Timor Leste, dan Papua New

Guinea yang berbatasan secara langsung dengan daratan Indonesia.

Negara Malaysia, Timor Leste, dan Papua New Guinea (PNG) ini
merupakan tiga negara yang berbatasan darat dan memiliki letak geografis dalam
satu wilayah dengan Indonesia, yang berada di Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara
Timur dan Papua. Indonesia dan ketiga negara ini, hanya dibedakan secara garis
besar dari segi pemerintahan dan teritorial atau wilayah suatu negara jika mengacu
pada Traktat Konvensi Montevideo dan diikuti oleh beberapa perbedaan, seperti
bahasa dan etnis walaupun perbedaan ini tidak berbeda jauh satu dengan yang

lainnya dan masih memiliki kekerabat suku antarnegara.®

Selain itu, tidak hanya ketiga negara itu yang memiliki letak geografis atau
bertetangga dekat dengan Indonesia melalui darat karena masih terdapat tujuh
negara dari jumlah keseluruhan sepuluh negara yang berbatasan baik melalui darat
maupun laut atau perairan dengan Indonesia, khususnya negara-negara yang
berbatasan laut dengan pulau-pulau kecil Indonesia atau dapat juga disebut

sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T, yaitu:*

3 Panayiotis Panayi, “The state of a State ‘The ineffective application of Art. 1 of the
Montevideo Convention on Rights and Duties of States in practice.” University of Edinburgh,
2018, 4, diakses pada 16 Juli 2021,
https://www.researchgate.net/publication/326836326_'The_state_of a State The_ineffective_ap
plication_of _the_Montevideo_criteria/link/5h6802ea45851584787f2180/download

4 Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019

(Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2015), 1-2.



1). Negara Thailand, India, Malaysia yang berbatasan dengan dua daerah
3T di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, yang terletak di wilayah laut

Indonesia;

2). Negara Malaysia, Vietnam, Singapura yang berbatasan dengan dua
puluh daerah 3T di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, yang terletak di wilayah

laut Indonesia;

3). Negara Malaysia dan Filipina yang berbatasan dengan delapan belas
daerah 3T di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi

Sulawesi Utara, yang terletak di wilayah laut Indonesia;

4). Negara Palau yang berbatasan dengan delapan daerah 3T di Provinsi
Maluku Utara, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, yang terletak di wilayah

laut Indonesia;

5). Negara Timor Leste dan Australia yang berbatasan dengan dua puluh
daerah 3T di Provinsi Maluku dan Provinsi Papua, yang terletak di wilayah laut

Indonesia;

6). Negara Timor Leste yang berbatasan dengan lima daerah 3T di

Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terletak di wilayah laut Indonesia; dan

7). Laut lepas yang berbatasan dengan sembilan belas daerah 3T di
Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi
Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi
Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang

terletak di wilayah laut Indonesia.



Letak geografis Indonesia ini dengan negara-negara tetangga, pada satu
sisi dapat menjadi sebuah keuntungan yang memberikan manfaat dan pada sisi
lain dapat menjadi sebuah gangguan dan ancaman bagi kepentingan nasional
Indonesia, di mana layaknya sebuah ‘pisau’ yang dapat memberikan sisi manfaat
bagi pemiliknya dan juga dapat menjadi sebuah ancaman sewaktu-waktu dari
pihak lain. Pada sisi keuntungan terhadap letak geografis ini, dapat menjadi
potensi kekuatan bagi Indonesia dalam menjalin kerja sama bilateral maupun
multilateral terkait perbatasan antarnegara melalui beberapa bidang tertentu,
seperti kerja sama lintas batas negara, ekonomi perbatasan negara, pertahanan dan

keamanan perbatasan negara.

Namun, pada sisi lain hal ini dapat juga menjadi sebuah gangguan dan
ancaman ketika terjadi kompleksitas permasalahan perbatasan negara berupa
penetapan dan penegasan perbatasan darat maupun laut yang belum tuntas,
pelanggaran pelintas batas, sengketa wilayah antarnegara, terorisme, kelompok
separatis, penyelundupan barang, narkoba dan orang, dan pelanggaran pelintas

batas lainnya.

Kompleksitas permasalahan terjadi pada awalnya terkait dengan
penegasan dan penetapan batas negara yang berbeda persepsi dan klaim sepihak
antara satu negara dengan negara lainnya karena masing-masing negara memiliki
situasi dan kondisi geografi yang berbeda-beda, seperti konfigurasi pantai, landas
kontinen negara serta garis batas perbatasan darat dan laut yang kompleks. Hal ini
terjadi mengingat letak geografis antara satu negara dengan negara tetangga saling

berdekatan khususnya negara-negara perbatasan darat, sehingga bila terjadi



konflik skala kecil maupun sengketa perbatasan skala besar akan berdampak

terhadap stabilitas, keutuhan, dan kedaulatan negara-bangsa.

Kerja sama antarnegara di berbagai perbatasan Indonesia dengan negara
tetangga sudah dilakukan sejak lama, baik melibatkan dua pihak negara (bilateral)
dan/atau melibatkan lebih dari dua negara (multilateral), di mana saat ini terdapat

dalam beberapa bentuk kerja sama, sebagai berikut:

1) Kerja sama lintas batas negara menjadi bagian penting untuk dilakukan
antarnegara dalam bentuk kerja sama lainnya, mengingat akan letak
geografis satu negara dengan negara lain saling bertetangga. Kerja
sama ini tertuang dalam bentuk perjanjian-perjanjian dasar dan
implementasi bersama antarnegara secara garis besar terkait dengan
para pelintas batas tradisional dan kebiasaan, penetapan dan penegasan
batas negara, pilar batas negara, dan pos-pos lintas batas, sebagai
berikut:> 1). Kawasan Perbatasan; 2). Komite dan Konsultasi
Perbatasan Bersama; 3). Pengaturan Penghubung (Liaison); 4). Lintas
Batas untuk Tujuan Tradisional dan Kebiasaan; 5). Pelaksaan Hak
Tradisional atas Tanah dan Perairan di Kawasan Perbatasan; 6). Lintas
Batas oleh Penduduk Non-Tradisional; 7). Bencana Alam dan
Kecelakaan; 8). Perdagangan Kebiasaan Perbatasan; 9). Transportasi,
Komunikasi, dan Asuransi; 10). Kewarganegaraan; 11). Keimigrasian,
Kepabeanan, dan Karantina; 12). Pelayaran dan Penyediaan Fasilitas

Navigasi; 13). Pertukaran Informasi Pembangunan Skala Besar; 14).

® Ibid., 16



Pembangunan Penting Sumber Daya Alam; 15). Perlindungan
Lingkungan; 16). Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
17). Fauna dan Flora; 18). Kompensasi; 19). Sosialisasi Persetujuan;
20). Konsultasi dan Peninjauan; dan 21). Penandatanganan dan
Pengesahan.
Kerja sama ini dapat dikatakan sangat ‘“strategis” dalam mengatur
hubungan lintas batas yang terjalin antarnegara karena dalam
perjanjian dasar maupun implementasi bersama telah mengatur
berbagai aspek bagi pelintas batas di kawasan perbatasan, namun
“seiring” dengan perkembangan zaman maka perjanjian tersebut dirasa
terdapat beberapa yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini,
sehingga perlu dilakukan “pembaharuan agar sesuai dengan kondisi
“terbaru” yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan tahunan atau
sewaktu-waktu jika diperlukan.®

2) Kerja sama ekonomi perbatasan negara, di mana tertuang dalam
bentuk perjanjian-perjanjian dasar dan implementasi bersama
antarnegara secara garis besar terkait dengan kegiatan ekspor — impor
guna menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan
yang dinamis dan berkelanjutan di wilayah perbatasan, sebagai
berikut: Association Southeast Asian Nations (ASEAN) Community;
Indonesia, Malaysia, dan Singapura - Growth Triangle (IMS - GT);

Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Philippines - East Association

® Frensianus Maratur (Kepala Sub Bidang Fasilitas Kerjasama BPPD Kabupaten
Merauke), wawancara oleh peneliti, 5 Oktober 2020.



Southeast Asian Nations Growth Area (BIMP - EAGA); Indonesia,
Malaysia, dan Thailand - Growth Triangle (IMT - GT); dan Australian
dan Indonesia Development Area (AIDA).”

a). ASEAN Community atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia
Tenggara (Perbara), menjadi salah satu organisasi antarnegara di
kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada 8 Agustus1967, di
Bangkok, Thailand. Selam sepak terjang, dalam 5 dekade ini ASEAN
mengalami banyak perubahan dan perkembangan secara positif serta
“signifikan”, yakni menuju tahapan baru yang lebih bersifat integratif
dan memiliki wawasan ke depan. Salah satu buktinya adalah
dibentuknya komunitas ini pada tahun 2015, dan diperkuat dengan
Piagam ASEAN sebagai landasan hukum dan sebagai jati diri
organisasi ke depannya.

Pendirian ASEAN diawali dengan pembentukan ‘“komitmen” para
pemimpin ASEAN, yang ingin menciptakan ASEAN sebagai suatu
komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang
damai, stabil, makmur, mampu menghadapi perkembangan “tatanan
politik internasional” dan dipersatukan oleh hubungan kemitraan
dengan cara menyesuaikan pandangan agar dapat lebih terbuka dalam
menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal yang

terdiri atas tiga pilar yang akan menjadi “paradigma” baru dalam

" Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 10.



menggerakkan kerja sama ASEAN ke arah sebuah komunitas dan
“identitas” baru yang lebih mengikat. 8

b). Kerja sama ekonomi strategis Indonesia, Malaysia dan Singapura
Growth Triangle (IMS — GT) dibentuk pada Desember 1989, ketika
Goh Chok Tong (Perdana Menteri Singapura) mengemukakan istilah
Growth Triangle. Kerjasama ini ditujukan untuk lebih “memperkuat”
jaringan ekonomi yang terjalin antara tiga negara pada kawasan yang
ditentukan untuk “mengoptimalisasikan” dan menghubungkan
kekuatan kompetitif ekonomi kawasan di antara negara, meliputi
kawasan Singapura, Johor, sebagian Provinsi Riau dan Provinsi
Kepulauan Riau (Sijori).

Selain itu, hal ini dilakukan guna meningkatkan daya tarik investasi
terutama dalam cakupan regional dan internasional karena ketiga
kawasan tersebut memiliki kemampuan yang tidak dimiliki satu
dengan yang lainnya, seperti Singapura memiliki konektivitas
infrastruktur, modal, dan keahlian, sedangkan Johor dan Riau memiliki
sumber daya alam dan manusia yang melimpah.®

c). Kerja sama ekonomi strategis Indonesia, Malaysia dan Thailand
Growth Triangle (IMT — GT) dibentuk pada tahun 1993. Kerjasama ini
merupakan inisiatif kerjasama sub-regional guna mempercepat

transformasi ekonomi di Provinsi yang kurang berkembang, di mana

8 lbid., 11.
® Mun Heng Toh, “Development in the Indonesia-Malaysia-Singapore Growth
Triangle,” SCAPE Working Paper Series, no. 06 (2006): 6,

https://ideas.repec.org/p/sca/scaewp/0606.html.



sektor swasta memiliki andil atau peran kunci dalam mempromosikan
kerjasama ekonomi ini bersama pemerintah. Sehingga saat ini telah
berkembang dalam lingkup geografis dan dengan kegiatan untuk
mencakup lebih dari 70 juta orang yang terdiri dari 14 Provinsi di
Thailand Selatan, 8 Negara bagian Semenanjung Malaysia, dan 10
Provinsi Sumatera di Indonesia.*®

d). Kerja sama ekonomi strategis Brunei Darussalam, Indonesia,
Malaysia dan Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP — EAGA)
dibentuk secara resmi pada tanggal 26 Maret 1994, dalam Pertemuan
Tingkat Menteri ke-1 di Kota Davao, Filipina. Kerjasama ini ditujukan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan
masyarakat di daerah perbatasan negara-negara yang tergabung dalam
kerjasama, dengan andil atau peran utama yang berasal dari para
pelaku usaha sebagai “motor” penggerak kerja sama sedangkan
pemerintah bertindak sebagai “pengatur” dan penyedia.

Beberapa Provinsi di Indonesia menjadi anggota kerjasama ini, yaitu
Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi
Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan,

“Provinsi Sulawesi Tengah”, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi

10 Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 10.



Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua,
dan Provinsi Papua Barat.!

e). Kerja sama Australia dan Indonesia Development Area (AIDA),
menjadi salah satu kerja sama bilateral yang hanya melibatkan kedua
negara dan tidak berada dalam satu kawasan ASEAN atau Asia
Tenggara, tetapi bertetangga dengan Pulau-pulau Indonesia Timur,
yaitu pada bagian Selatan (Australia). Kerja sama ini antara
Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia khususnya
Northern Territory of Australia (NTA), yang dibentuk pada tanggal 21
Januari 1992 di mana melalui Memorandum of Understanding (MoU)
tentang Kerja sama Pengembangan Ekonomi yang didasarkan pada
keinginan pemerintah masing-masing negara untuk “mendukung”
hubungan perdagangan yang telah berjalan sebelumnya, “khususnya”
terhadap peningkatan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dan
Australia.'?

3). Kerja sama pertahanan dan keamanan (Hankam) perbatasan negara, di
mana tertuang dalam bentuk perjanjian-perjanjian dasar dan
implementasi bersama antarnegara secara garis besar terkait dengan
kegiatan pengamanan dan pertahanan guna menciptakan stabilitas
perbatasan dan kedaulatan masing-masing negara yang berbatasan,

sebagai berikut: ASEAN Political Security Community (APSC); Kerja

1 Ibid.,13.
12 »Australia — Indonesia Free Trade Aggrement Joint Feasibility Study,”Kemendag,
Mei 25, 2018, diakses 2 Desember 2020,

http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180523_joint-feasibility-study-report-
on-fta-between-indonesia-and-australia.pdf.



sama Hankam perbatasan negara Indonesia — Singapura; Kerja sama
Hankam perbatasan negara Indonesia — Malaysia, Kerja sama Hankam
perbatasan negara Indonesia — Filipina, Kerja sama Hankam
perbatasan negara Indonesia — Thailand, Kerja sama Hankam
perbatasan negara Indonesia — Timor Leste, dan Kerja sama Hankam
perbatasan negara Indonesia — PNG.

a). ASEAN Political Security Community (APSC), menjadi salah satu
organisasi antarnegara di kawasan “Asia Tenggara” guna memastikan
bahwa ‘“negara-negara” yang berada di kawasan ini hidup dalam
kedamaian, keadilan, demokratis, dan keselarasan maupun dengan
negara-negara di dunia, sehingga berkomitmen mengutamakan proses
damai terhadap penyelesaian perbedaan intra-regional dan
menganggap keamanan sebagai bagian dasar atau utama terkait satu
sama lain yang terikat oleh letak geografis yang dilakukan secara
eksklusif dengan visi dan misi terkait unsur-unsur, seperti
“pembangunan politik”, membentuk dan berbagi norma-norma,
preventif konflik, “resolusi konflik” dan rekonsiliasi konflik
(pembangunan perdamaian), serta menerapkan mekanisme kerja sama
pada bidang tersebut.

b). Kerja sama pertahanan dan keamanan perbatasan negara antara
Indonesia - Singapura. Kerjasama ini berfokus pada bidang pertahanan
dan keamanan yang telah berlangsung cukup lama melalui

pembentukan “komite kerja sama” antara kedua negara, di mana



semakin berkembang dengan dilakukan latihan bersama dan rutin
diselenggarakan, seperti Sea Eagle dan Patroli Terkoordinasi antara
Indonesia - Singapura dalam menghadapi isu-isu kejahatan lintas
negara, seperti perompakan, pembajakan kapal laut dan bahkan tindak
terorisme yang sering terjadi di Selat Singapura sehingga kerja sama
ini sangat diperlukan oleh kedua negara.®

c). Kerja sama pertahanan dan keamanan perbatasan negara antara
Indonesia - Malaysia. Kerjasama ini berfokus pada bidang pertahanan
dan keamanan yang diawali melalui Pengaturan Keamanan (Security
Arrangement) pada tahun 1972, di mana kemudian dilanjutkan dengan
membentuk Komite Perbatasan guna melakukan penanganan isu-isu
keamanan di wilayah perbatasan, seperti perompakan, pembajakan,
penyelundupan, pembukaan hutan ilegal, penggeseran patok-patok
perbatasan, dan masalah pelintas batas. Sedangkan, kerja sama dalam
bentuk latihan militer, seperti Kekar Malindo, Malindo Jaya, Darsasa
(Darat Samudera Angkasa), di mana berpengaruh terhadap
meningkatkan hubungan pertahanan dan keamanan kedua negara.'*

d). Kerja sama pertahanan dan keamanan perbatasan negara antara
Indonesia - Filipina. Kerjasama ini berfokus pada bidang pertahanan
dan keamanan yang telah berlangsung cukup lama, terjalin cukup baik
dan semakin terjalin erat dengan keterlibatan Indonesia dalam

mengatasi konflik Moro dengan melakukan pengiriman personel

13 Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 16.
14 1bid.



militer yang bertugas sebagai pengawas internasional. Meskipun,
hingga saat ini belum adanya kesepakatan terkait batas laut antara
kedua negara sehingga dibentuk forum Joint Border Committee (JBC),
guna membahas masalah-masalah berhubungan dengan penetapan dan
penegasan perbatasan negara dan keamanan bersama, seperti pelintas
batas tradisional dan kebiasaan, terorisme, penyelundupan,
perompakan dan pembajakan di perbatasan laut serta berbagai
kejahatan lintas negara lainnya, sehingga kerja sama dengan Filipina
ini penting untuk dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk yang
lebih konkrit.*®

e). Kerja sama pertahanan dan keamanan perbatasan negara antara
Indonesia - Thailand. Kerjasama ini berfokus pada bidang pertahanan
dan keamanan yang telah berlangsung sejak lama dan berjalan cukup
baik karena kedua negara memiliki kesamaan dalam pandangan,
terutama dalam menyikapi isu-isu keamanan non-tradisional di
kawasan Asia Tenggara, seperti membantu Indonesia dalam mengatasi
kejahatan lintas negara yang berusaha menyelundupkan senjata untuk
membantu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sehingga kerja sama
dengan Thailand di masa-masa mendatang penting untuk terus
dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk yang lebih operasional.®
f). Kerjasama pertahanan dan keamanan perbatasan negara antara

Indonesia - Timor Leste. Kerja sama ini berfokus pada bidang

15 1bid.
16 1bid.



pertahanan dan keamanan terkait perbatasan, meskipun masih terdapat
permasalahan perbatasan darat dan laut antara kedua negara karena
Indonesia menghendaki penyelesaian batas di darat terlebih dahulu,
setelah itu dilakukan perundingan batas laut antara Indonesia dan
Timor Leste, tetapi Timor Leste lebih menghendaki penyelesaian batas
laut terlebih dahulu atau menghendaki penyelesaian yang berbeda.
Sehingga dengan kondisi ini, maka kedua negara memerlukan
langkah-langkah yang terpadu agar dapat segera mengadakan
pertemuan guna membahas penyelesaian perbatasan terutama
perbatasan laut antara kedua negara, yaitu wilayah laut Oekusi di
Timur Barat yang terletak ditengah wilayah Indonesia sehingga hal ini
menjadi permasalahan yang cukup spesifik terhadap penanganan
perbatasan.

Selain itu, wilayah ini (Oekusi) menjadi tempat lalu lintas manusia dan
barang dari Oekusi melalui wilayah Indonesia sehingga perlu diatur
sedemikian rupa agar dapat memperkecil potensi gangguan dan
ancaman keamanan mengingat masih terdapat sentimen-sentimen masa
lalu terkait konflik Indonesia dan Timor Leste.*’

g). Kerjasama antara Indonesia - Papua New Guinea (PNG).
Kerjasama bilateral ini telah berlangsung sejak lama dan cukup baik
sejak keduanya telah menyepakati batas-batas antar wilayah keduanya

baik batas darat dan laut, tetapi sering kali Papua New Guinea

17 1bid.,17.



menghadapi gangguan keamanan yang dilakukan Organisasi Papua
Merdeka (OPM) ketika mereka memanfaatkan wilayah negara
tetangga karena menghindar atau melarikan diri dari pengejaran yang
dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap kelompok
separatis tersebut.®

Kerja sama kedua negara ini salah satunya fokus dalam meminimalisir
dan menyelesaikan gangguan dan ancaman dari kelompok separatis
mengingat keduanya memiliki perbatasan darat yang cukup panjang
dan terdapat kegiatan pelintas batas secara tradisional dan kebiasaan
sering dilakukan oleh penduduk kedua negara yang bertempat tinggal
sekitar garis perbatasan yang dapat menjadi korban kelompok separatis
maupun melakukan tindakan pelanggaran lintas batas negara. Sehingga
permasalahan ini memerlukan kerja sama antara kedua negara yang
dapat diwujudkan melalui “Joint Border Committee (JBC)” antara

Republik Indonesia — Papua New Guinea (PNG)

Republik Indonesia — Papua New Guinea ini telah menjalin hubungan
bilateral yang berlangsung cukup lama sejak tahun 1980-an, di mana kedua negara
menjaga hubungan persahabatan dan saling menghormati dengan telah disepakati
batas-batas wilayah darat maupun laut dengan perjanjian dasar maupun
implementasi bersama mengingat antara keduanya saling berdekatan secara
wilayah dan terdapat kesamaan etnis atau sosial budaya masyarakat kedua negara

yang terdapat di pulau Papua.

18 1bid.,16.



Papua menjadi salah satu wilayah Indonesia yang memiliki perbedaan
signifikan dengan wilayah Indonesia lainnya, di mana Papua dan penduduk Papua
lebih banyak memiliki kesamaan dan berbatasan langsung dengan negara Papua
New Guinea, sehingga lebih rawan terhadap ancaman, gangguan, dan tantangan
baik yang berasal dari dalam dan luar negeri dalam memicu terjadinya konflik
atau ketidakstabilan nasional. Pemerintah Indonesia melalui kondisi ini
melakukan berbagai perhatian lebih terhadap wilayah Papua dengan melalui
dukungan dan bantuan kepada pemerintah dan penduduk asli Papua serta kerja
sama lintas batas negara guna melindungi dan mempertahankan wilayah Papua
dari berbagai ancaman, gangguan, dan tantangan yang berasal dari dalam dan luar

negeri, seperti Papua New Guinea

Papua menjadi wilayah Indonesia di masa kontemporer ini, di mana masih
terdapat ancaman dan gangguan nyata terhadap Republik Indonesia maupun
Papua New Guinea dan secara khusus terhadap Papua dan pendukuk asli Papua
dengan adanya kelompok separatis bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka
yang menjadi ancaman dan gangguan terhadap kedua negara yang masih dapat
dilihat dan dapat dikendalikan oleh aparat keamanan, namun tingkat kesenjangan
sosial, politik, dan ekonomi yang cukup tinggi di daerah-daerah Papua salah
satunya kawasan perbatasan dengan masih cukup minim sarana prasarana dan

pembangunan dapat turut memicu semakin suburnya kelompok separatis ketika



terdapat masyarakat yang bergabung karena kesenjangan dan kecemburuan

tersebut.®

Dengan demikian, berbagai perhatian lebih pemerintah Indonesia terhadap
wilayah Papua dengan melalui dukungan dan bantuan kepada pemerintah dan
masyarakat Papua serta kerja sama lintas batas negara menjadi salah satu langkah
nyata dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Papua agar tetap menjadi
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langkah nyata dalam
melindungi dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara-bangsa serta

mengamankan perbatasan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari

penelitian ini adalah:

Apa Kepentingan Indonesia Terhadap Papua New Guinea Melalui Joint
Border Committee (JBC) di Kawasan Perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 —

20207

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini
bertujuan untuk mencari tahu apa kepentingan Indonesia terhadap Papua New

Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan perbatasan Merauke.

1 Maudi Amalia Putri, “Kesenjangan Sosial Menyebabkan Masyarakat Papua Ingin
Memisahkan Diri Dari NKRI,” Jakarta State University, diakses pada 23 Juni 2021,
https://www.researchgate.net/publication/337837825_KESENJANGAN_SOSIAL_MENYEBAB
KAN_MASYARAKAT_PAPUA_INGIN_MEMISAHKAN_DIRI_DARI_NKRI



D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara

akademis maupun praktis:

1. Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan atau
referensi, memperkaya dan memperdalam perbendaharaan terhadap pengetahuan
Hubungan Internasional terutama bagi peneliti yang berminat melakukan
penelitian terkait kawasan perbatasan Indonesia — Papua New Guinea.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan beberapa
masukan, tolok ukur terhadap cara dan strategi khusus serta pendekatan terhadap
upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional terhadap
Papua New Guinea melalui Joint Border Committee, terkhususnya di kawasan
perbatasan Merauke. Sehingga diharapkan pengelolaan kawasan perbatasan kedua
negara lebih efektif dalam setiap kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh

pemerintah Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, artikel yang ditulis oleh Agustan Latif dan Agustan berjudul
“Karakteristik Data Geospasial Sebagai Dasar Perencanaan Untuk Memperkuat

Ketahanan Perbatasan NKRI (Studi Tentang Perencanaan Kota Perbatasan Distrik



Sota, Merauke Provinsi Papua Dengan Papua Nugini)” dalam jurnal ketahanan

nasional.?°

Artikel ini menjelaskan mengenai kajian strategis data geospasial nasional
kawasan perbatasan yang memiliki arti yang penting terhadap kedaulatan,
pertahanan maupun keamanan negara terkhususnya wilayah paling timur
Indonesia — Papua New Guinea. Artikel ini tersusun secara sistematis dengan
didukung oleh data-data langsung dan tidak langsung (primer dan sekunder) yang
lengkap terkait potensi dan peluang terhadap kemajuan kawasan perbatasan
sebagai zona wisata, walaupun terdapat beberapa hambatan dan tantangan untuk
mewujudkan kemajuan dan perkembangan perbatasan Sota. Dengan demikian
perlu hadirnya penguatan pada bidang sosial dan budaya, ‘“peningkatan
infrastruktur” terlebih terhadap pelayanan umum, “penguatan sumber daya
manusia” maupun pengawasan lingkungan serta adanya koordinasi berbagai
tingkatan Pemerintahan dari Pusat, Provinsi dan daerah Kabupaten dalam hal ini

Merauke sebagai salah satu lokasi perbatasan.

Sedangkan, peneliti memfokuskan pada kepentingan Indonesia terhadap
Papua New Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan perbatasan
Merauke Pada Tahun 2018 — 2020. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif
dan jenis penelitian eksploratif dengan pertimbangan fokus peneliti untuk
memperoleh dan menelusuri informasi dan data yang spesifik terhadap kawasan

perbatasan Merauke mengingat kawasan perbatasan ini menjadi kawasan nomor

2 Agustan Latif dan Agustan, “Karakteristik Data Geospasial Sebagai Dasar
Perencanaan Untuk Memperkuat Ketahanan Perbatasan NKRI (Studi Tentang Perencanaan Kota
Perbatasan Distrik Sota, Merauke Provinsi Papua Dengan Papua Nugini),” Jurnal Ketahanan
Nasional, Vol. 23 No. 3 (2017): 263-279, https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/2920



dua terhadap interaksi masyarakat perbatasan setelah kawasan perbatasan yang

terdapat di Kota Jayapura.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Windy Hapsari berjudul “Pelintas Batas
Papua New Guinea di Kampung Sota, Merauke” dalam jurnal sejarah dan
budaya.?” Artikel ini menjelaskan mengenai perbatasan Sota yang berbeda
dengan perbatasan lain karena menjadi tujuan para pelintas batas dari negara
tetangganya dan didukung oleh data-data yang dicantumkan dan metode
penelitian kualitatif deskriptif yang digunakannya beserta teknik pengumpulan
data yang meliputi pengamatan, dokumentasi, “wawancara”, perekaman lapangan
dan “studi pustaka”. Sehingga diperoleh penelitian yang komperhensif terkait
gambaran umum kampung Sota, profil pelintas batas Papua New Guinea, “faktor-
faktor” pendorong pelintas batas tradisional Papua New Guinea ke kampung Sota

Indonesia dan tujuan pelintas batas Papua New Guinea ke Kampung Sota.

Sedangkan, peneliti memfokuskan pada kepentingan Indonesia terhadap
Papua New Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan perbatasan
Merauke Pada Tahun 2018 — 2020. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif
dan jenis penelitian eksploratif dengan pertimbangan fokus peneliti untuk
memperoleh dan menelusuri informasi dan data yang spesifik terhadap Joint
Border Committee dan kawasan perbatasan Merauke termasuk Kampung Sota

yang menjadi salah satu kawasan penting perbatasan Merauke.

2L Windy Hapsari, “Pelintas Batas Papua New Guinea di Kampung Sota, Merauke,”
Walasuji ~ Jurnal  Sejarah dan Budaya, Vol. 7 No. 1 (2016): 257-269,
https://jurnalwalasuji.kemdikbud.go.id/index.php/walasuji/article/view/100



Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dea Triana Fauzi menggunakan metode
penelitian deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka,
berjudul “Fenomena Masalah Lintas Batas Indonesia — Papua Nugini dan
Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia — Papua Nugini”.?? Skripsi
ini memparkan isu utama di wilayah perbatasan, yaitu masalah kegiatan lintas
batas di wilayah perbatasan antara kedua negara, terutama kegiatan lintas batas
ilegal, masalah keamanan terkait dengan kegiatan kriminalitas di wilayah
perbatasan antara kedua negara, terutama kegiatan separatisme olen OPM, dan
masalah kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan terkait sumber daya
manusia, infrastruktur dan fasilitas pembangunan serta sarana prasarana yang

mengkhawatirkan.

Berbagai permasalahan ini saling berhubungan dan dapat membentuk pola
kausalitas, sehingga menghasilkan fenomena terkait masalah lintas batas dan
secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan bilateral
Indonesia — Papua New Guinea. Sehingga perlu dilakukan berbagai kerjasama
antara kedua negara dengan tujuan agar dapat menyelesaikan berbagai
permasalahan, mengelola wilayah perbatasan dan langkah antisipasi terjadinya

eskalasi dikemudian hari terhadap permasalahan tersebut.

Sedangkan, peneliti akan memfokuskan pada kepentingan Indonesia
terhadap Papua New Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan

perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 — 2020. Peneliti menggunakan pendekatan

22 Dea Triana Fauzi, “Fenomena Masalah Lintas Batas Indonesia — Papua Nugini dan
Pengaruhnya Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia — Papua Nugini” (SKripsi., Universitas
Pasundan, 2016).



kualitatif dan jenis penelitian eksploratif dengan pertimbangan fokus peneliti
untuk memperoleh dan menelusuri informasi dan data yang spesifik terhadap
Joint Border Committee dan kawasan perbatasan Merauke yang menjadi bagian
dari tingkatan hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Papua New
Guinea secara khusus terkait perbatasan negara dan dengan menggunakan konsep
dan teori Hubungan Internasional mencakup kepentingan dan politik luar negeri

Indonesia.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Machya Astuti Dewi dan Iva
Rachmawati dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan
data meliputi observasi dan wawancara secara “mendalam”, berjudul “The
barriers and strategy of Sota’s border tourism area development Kendala dan
strategi pengembangan kawasan wisata perbatasan Indonesia-Papua Nugini di

Sota Kabupaten Merauke” dalam jurnal masyarakat, kebudayaan dan politik.?

Artikel ini menjelaskan mengenai berbagai tempat wisata di perbatasan
Indonesia maupun perbatasan luar negeri, khususnya untuk perbatasan yang
terdapat di Indonesia memiliki peluang dan potensi besar menjadi tempat wisata
perbatasan, di mana tantangan terbesar berasal dari partisipasi masyarakat yang
masih kurang, pembangunan infrastruktur dan keberhasilan pembangunan yang

belum maksimal turut mempengaruhi tantangan tersebut.

23 Machya Astuti Dewi dan lva Rachmawati, “The barriers and strategy of Sota’s border
tourism area development Kendala dan strategi pengembangan kawasan wisata perbatasan
Indonesia-Papua Nugini di Sota Kabupaten Merauke,” Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan
Politik, Vol. 31, No 4 (2018): 400-409, https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/8796



Perbatasan Merauke dapat menjadi area pengembangan kawasan wisata
dan memiliki potensi wisata yang melimpah, tetapi belum berjalan dengan baik
walau pemerintah daerah Merauke telah melakukan banyak program pengelolaan
kawasan perbatasan di Sota Merauke. Hal ini tidak terlepas dari penyebab utama
karena kurangnya “pengelolaan sumber daya alam”, kurang SDM yang
berkualitas dan minimnya infrastruktur dengan banyaknya permasalahan

kelembagaan di kawasan perbatasan tersebut.

Sedangkan, peneliti akan memfokuskan pada kepentingan Indonesia
terhadap Papua New Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan
perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 — 2020. Peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif dan jenis penelitian eksploratif dengan pertimbangan fokus peneliti
untuk memperoleh dan menelusuri informasi dan data yang spesifik terhadap
Joint Border Committee dan kawasan perbatasan Merauke secara umum dengan
melalui kepentingan dan politik luar negeri Indonesia sehingga peneliti tidak

berfokus pada potensi kawasan perbatasan sebagai tempat wisata saja.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Gede Wisnu Prawerthi dan Gedd
Mahaendra Wija Atmaja dengan menggunakan “metode penelitian hukum
normatif” atau penelitian perpustakaan dengan cara pengumpulan data berupa
“studi pustaka peraturan-peraturan” maupun bahan-bahan hukum tertulis, berjudul
“Pengaturan Penetapan Batas Wilayah Papua New Guinea Dengan Indonesia

Ditinjau Dari Hukum Internasional” dalam jurnal kertha negara.’*’ Artikel ini

24 Gede Wisnu Prawerthi dan Gedd Mahaendra Wija Atmaja, “Pengaturan Penetapan
Batas Wilayah Papua New Guinea Dengan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional,” Jurnal



menjelaskan mengenai batas negara yang memiliki arti penting sebagai kedaulatan
suatu negara sehingga menjadi sesuatu yang memiliki risiko besar jika terjadi
perselisihan atau sengketa antara negara, sehingga harus dilakukan secara damai
dalam penetapan batas-batas wilayah, salah satunya melalui perjanjian

kesepakatan (Memorandum of Understanding).

Sedangkan, peneliti akan memfokuskan pada kepentingan Indonesia
terhadap Papua New Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan
perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 — 2020. Peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif dan jenis penelitian eksploratif dengan pertimbangan fokus peneliti
untuk memperoleh dan menelusuri informasi dan data yang spesifik terhadap
Joint Border Committee dan kawasan perbatasan Merauke secara umum dengan
melalui kepentingan dan politik luar negeri Indonesia sehingga peneliti tidak
berfokus pada pengaturan penetapan batas wilayah negara saja dan menggunakan

konsep dan teori Hubungan Internasional.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Dewa Gede Sudika Mangku berjudul
“Implementasi Joint Border Committee (JBC) Untuk Penyelesaian Sengketa
Perbatasan Darat Antara Indonesia — Timor Leste” dalam jurnal yuridis hukum.?
Artikel ini menjelaskan mengenai segmen-segmen perbatasan darat antara
Indonesia dan Timor Leste yang belum diselesaikan secara penuh terkait dengan

segmen Noel Besi, Citrana; segmen Bidjael Sunan, Oben; dan segmen Subina,

Kertha Negara, Vol. 7 No. 2 (2019): 1-12,
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/48373

% Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Joint Border Committee (JBC) Untuk
Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia — Timor Leste,”Jurnal Yuridis Hukum,
Vol. 5 No. 1 (2018): 43-66, https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/316/252



sehingga dibentuk Joint Border Committee guna menyelesaikan sengekata batas

darat tersebut.

Sedangkan, peneliti akan memfokuskan pada kepentingan Indonesia
terhadap Papua New Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan
perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 — 2020, dengan memaparkan dan
menghubungkan antara Joint Border Committee dan kawasan perbatasan Merauke
secara umum dengan melalui kepentingan dan politik luar negeri Indonesia,
sehingga peneliti tidak berfokus pada perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste

yang berada di NTT.

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Muradi berjudul “Pengelolaan
Pengamanan Perbatasan Indonesia” dalam jurnal ilmu pemerintahan.?® Artikel ini
menjelaskan mengenai pentingnya penyelesaian delimitasi dan demarkasi
perbatasan negara guna menghindari dan meminimalisir konflik terkait perbatasan
mengingat Indonesia memiliki banyak perbatasan dan negara tetangga, sehingga
pengelolaan perbatasan sangat penting untuk dilakukan terutama penyelesaian
delimitasi dan demarkasi perbatasan negara dengan memperhatikan lima poin

pengelolaan perbatasan.

Sedangkan, peneliti akan memfokuskan pada kepentingan Indonesia
terhadap Papua New Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan
perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 — 2020, dengan memaparkan dan

menghubungkan antara Joint Border Committee dan kawasan perbatasan Merauke

2 Muradi, “Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia,” Jurnal [lmu Pemerintahan,
Vol. 1, No. 1, (2015): 25-34, https://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/11859/5530



secara umum dengan melalui kepentingan dan politik luar negeri Indonesia,

sehingga peneliti hanya fokus pada perbatasan antara kedua negara tersebut.

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Dewa Gede Sudika Mangku dengan
menggunakan metode pendekatan normatif dan data sekunder, berjudul “Peran
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Dalam Pengelolaan Perbatasan
Darat Antara Indonesia dan Papua Nugini”.?” Artikel ini menjelaskan mengenai
peran Badan Perbatasan Nasional di perbatasan Indonesia — Papua New Guinea,
di mana lembaga pemerintah ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat perbatasan setempat agar program-progam pemerintah pusat dapat
terlaksana dengan baik dan efektif terutama terhadap kesejahteraan, keamanan,
dan pembangunan perbatasan mengingat lembaga ini telah didirikan sejak tahun
2010, namun belum maksimal dalam melakukan pengeloaan perbatasan antara

kedua negara tersebut

Sedangkan, peneliti akan memfokuskan pada kepentingan Indonesia
terhadap Papua New Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan
perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 — 2020. Peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif dan jenis penelitian eksploratif dengan pertimbangan fokus peneliti
untuk memperoleh dan menelusuri informasi dan data yang spesifik terhadap
Joint Border Committee dan kawasan perbatasan Merauke dengan melibatkan

peran ketiga lembaga pengelola perbatasan, yaitu Badan Nasional Pengelola

% Dewa Gede Sudika Mangku, “Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Dalam Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia dan Papua Nugini,” Universitas
Muhammadiyah Purwokerto Press, Juni 30, 2017, diakses pada 19 Juni 2021,
http://digital.library.ump.ac.id/910/2/13.%20Full%20Paper%20%20DEWA%20GEDE%20SUDI
KA%20MANGKU.pdf



Perbatasan (BNNP), Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
(BPPKLN) Provinsi Papua, dan terutama Badan Pengelola Perbatasan Daerah

(BPPD) Kabupaten Merauke.

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Melyana R. Pugu dan Yanyan M.
Yani, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berjudul
“Perbatasan Papua — Papua Nugini: Dengan atau Tanpa Pandemi Covid-19”
dalam jurnal ilmu politik dan komunikasi.?® Artikel ini menjelaskan mengenai
kondisi perbatasan Indonesia — Papua New Guinea pada masa Pandemi Covid-19,
di mana memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kegiatan ekonomi dan
sosial masyarakat kedua negara yang sering berinteraksi mengingat pada masa ini
kawasan perbatasan kedua negara di jaga secara ketat dan bahkan dilakukan
penutupan guna meminimalisir penyebaran Pandemi di kedua negara terutama

kawasan perbatasan sebagai akses keluar-masuk.

Sedangkan, peneliti akan memfokuskan pada kepentingan Indonesia
terhadap Papua New Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan
perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 — 2020. Peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif dan jenis penelitian eksploratif dengan pertimbangan fokus peneliti
untuk memperoleh dan menelusuri informasi dan data yang spesifik terhadap
Joint Border Committee dan kawasan perbatasan Merauke serta peneliti juga
memaparkan terkait Pandemi dalam ruang lingkup atau dampaknya terhadap

penyelenggaraan Joint Border Committtee di tahun 2020.

2 Melyana R. Pugu dan Yanyan M. Yani, “Perbatasan Papua — Papua Nugini: Dengan
atau Tanpa Pandemi Covid-19 ,” Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. 10, No. 2, (2020): 18-
24, https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/3988



Kesepuluh, artikel yang ditulis oleh Djaka Marwasta dengan
menggunakan “metode penelitian” berupa observasi, survei lapangan, dan studi
literatur, berjudul “Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia:
Lesson Learned Dari KKN-PPM UGM Di Kawasan Perbatasan” dalam Indonesia
Journal of Community Engagement.?® Artikel ini menjelaskan mengenai
Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah perbatasan Indonesia, di mana
Merauke memiliki fungsi legal, kontrol, dan fiskal. Ketiga fungsi ini tidak
terlaksana dengan baik dan mengalami banyak hambatan karena kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah masih minim dan menjadi kendala besar,

sehingga berdampak pada wilayah yang tertinggal dan terisolasi.

Sedangkan, peneliti akan memfokuskan pada kepentingan Indonesia
terhadap Papua New Guinea melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan
perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 — 2020. Peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif dan jenis penelitian eksploratif dengan pertimbangan fokus peneliti
untuk memperoleh dan menelusuri informasi dan data yang spesifik terhadap
Joint Border Committee dan kawasan perbatasan Merauke serta tidak terlepas dari
peran kelembagaan pemerintah daerah selaku pemerintah Kabupaten Merauke dan
berkoordinasi dengan BPPD Kabupaten Merauke yang memiliki tugas dan

wewenag terkait perbatasan Merauke.

2 Djaka Marwasta, “Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia:
Lesson Learned Dari KKN-PPM UGM Di Kawasan Perbatasan,” Indonesia Journal of Community
Engagement, VVol. 01, No. 02, (2016): 204-216, https://core.ac.uk/download/pdf/298404133.pdf



F. Argumentasi Utama

Terdapat kepentingan Indonesia terhadap Papua New Guinea melalui Joint
Border Committee (JBC) di kawasan perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 —
2020. Kerja sama lintas batas Joint Border Committee antara pemerintah
Indonesia bersama Papua New Guinea ini dapat menjadi bukti atau fakta dengan
telah tercapai beberapa perjanjian dasar maupun implementasi bersama guna
menangani permasalahan mengenai keutuhan dan kedaulatan serta mengamankan
perbatasan negara-bangsa dari gangguan dan ancaman nasional maupun negara
lain, berupa Basic Agreement, Special Arrangements, pembangunan pos lintas
kedua negara dan pembangunan kawasan perbatasan, penetapan dan penegasan
kawasan perbatasan, dan pembangunan beberapa pilar perbatasan atau Monumen

Meridian (MM) secara berkala.

Peneliti berargumen bahwa hal ini dilakukan oleh Indonesia dapat
membukti terdapat kepentingan Indonesia terhadap wilayah Papua dan kawasan
perbatasan Merauke dengan pertimbangan atau berdasar pada adanya gangguan
dan ancaman dari negara lain atau dalam hal ini Papua New Guinea mengingat
Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
sehingga bila terdapat gangguan dan ancaman dari negara Papua New Guinea
akan berdampak kepada stabilitas nasional Indonesia dan Papua menjadi salah
satu wilayah yang rentan akan konflik dalam negeri yang disebabkan oleh
kelompok separatis atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menginginkan

merdeka dari pemerintah Indonesia.



G. Sistematika Pembahasan

Penelitian dengan judul Kepentingan Indonesia Terhadap Papua New
Guinea Melalui Joint Border Committee (JBC) di Kawasan Perbatasan Merauke
Pada Tahun 2018 — 2020, terbagi menjadi 5 bab pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan sebagai ‘gerbang’ masuk penelitian, di
mana pada bagian ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Argumentasi Utama dan
Sistematika Pembahasan.

Bab 1l merupakan bab kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti
untuk membantu dan memudahkan dalam menganalisis data, di mana terdiri dari:
Konsep Kepentingan Nasional Realisme, Interaksi Perbatasan Oleh Oscar J.
Martinez, Joint Border Committee, dan Kawasan Perbatasan.

Bab 111 merupakan bab terkait metode yang digunakan peneliti dalam
melakukan penelitian yang terdiri dari: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi
dan Waktu, Subjek Penelitian dan Tingkat Analisis, Tahap-tahap Penelitian,
Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Teknik Pemeriksaan
Keabsahan Data.

Bab IV merupakan bab terkait pembahasan atau bagian inti, di mana pada
bagian ini menjadi bagian penyajian dan analisis data yang terdiri dari: Sejarah
Perbatasan Republik Indonesia — Papua New Guinea, Kawasan Perbatasan Negara
Republik Indonesia dan Papua New Guinea, Kerjasama Lintas Batas Negara

Republik Indonesia — Papua New Guinea Melalui Joint Border Committee (JBC)



di Kawasan Perbatasan Merauke dan Kepentingan Indonesia Melalui Joint Border
Committee (JBC) di Kawasan Perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 — 2020.

Bab V merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan dari temuan-temuan dan
data-data penting yang diperoleh peneliti dan saran dari peneliti terkait penelitian

ini guna penelitian selanjutnya.



BAB Il
KERANGKA KONSEPTUAL

A. Konsep Kepentingan Nasional Realisme

Dalam “Hubungan Internasional” dikenal dengan beragam teori dan
konsep dalam memahami dinamika hubungan antarnegara terhadap berbagai
bidang mulai dari sosial, politik, ekonomi, pertahanan-keamanan, budaya,
lingkungan dan sebagainya. Setiap bidang ini tidak terlepas dari kepentingan
antar aktor, salah satunya aktor negara melalui kepentingan nasional yang
melatarbelakangi sehingga terjadi interaksi atau hubungan guna mencapai dan
mewujudkan kebutuhan atau keinginan dari sebuah bangsa atau negara

berdaulat.

Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep dalam hubungan
internasional dengan terdapat berbagai perspektif, di antaranya realisme,
marxisme, liberalisme, english school dan konstruktivisme dalam
memahaminya.®® Peneliti menggunakan perspektif kepentingan nasional
realisme dalam penelitian ini, di mana bagi Morgenthau konsep ini erat
kaitannya dengan kekuatan atau power yang dilakukan oleh pembuat
kebijakan dengan mempertimbangkan panduan rasional dalam tindakan
politik internasional yang perlu diarahkan dengan tujuan sebagai kebijakan
luar negeri dan perubahan dalam suatu pemerintahan negara serta dalam

perjalanan atau proses kepentingan nasional tidak ditentukan oleh keinginan

30 Scott Burchill, “The National Interest in International Relations Theory,” Palgrave
Macmillan, 2005), diakses pada 19 Juni 2021,
https://pdf.zlibcdn.com/dtoken/b447150d08603947c95be2f5b0f7e2fa/The_National_Interest_in_|I
nternational_Relations_T_2679769_(z-lib.org).pdf
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seseorang atau keberpihakan pada kelompok tertentu sehingga melalui
berbagai proses hingga ditetapkan sebuah kebijakan luar negeri dalam
perpolitikan internasional baik ditujukan dalam bentuk kerja sama maupun

tindakan kekerasan.3!

Politik internasional yang terdiri dari berbagai aktor, kekuatan, dan
kepentingan dalam kancah hubungan antarnegara, terbagi menjadi dua
pemahaman dan tidak terlepas dari sifat kemanusiaan, masyarakat, dan politik
itu sendiri, yaitu pemahaman yang percaya akan kesempurnaan kondisi
manusia dan pemahaman yang tidak percaya akan kesempurnaan kondisi

manusia terhadap dunia.®?

Pemahaman pertama, percaya bahwa tatanan politik rasional dan
moral berasal dari prinsip-prinsip abstrak yang valid secara umum atau
universal yang dicapai dengan tindakan politik yang sadar, di mana berdasar
pada asumsi sifat manusia memiliki kebaikan esensial dan fleksibel serta
sikap manusia dalam memperbaiki tatanan sosial dengan pendidikan,
reformasi dan penggunaan kekuatan terhadap kegagalan tatanan sosial guna

mengukur standar rasional suatu institusi atau pemerintahan.

Sedangkan, pemahaman kedua percaya bahwa untuk memperbaiki
dunia, maka manusia harus bekerja menggunakan kekuatan dan tidak

menolaknya karena hal ini tidak terlepas dari terdapat banyak kepentingan

31 Ibid
32 Hans J. Morgenthau, “Politics Among Nations: The Struggle For Power and Peace,”
Alfread A Knopf, 1948), diakses pada 20 Juni 2021,

https://pdf.zlibcdn.com/dtoken/9756894ae1d3dc695a03b748c40fb9e0/Politics_among_nations_the
_struggle_for_power_and_1178446_(z-lib.org).pdf



dan prinsip-prinsip moral yang berbeda dan tidak dapat semuanya
diwujudkan, sehingga kekuatan suatu negara hanya dapat didekati dengan

keseimbangan kepentingan dan menyelesaikan suatu konflik.

Berdasarkan pemaparan Morgenthau melalui pedekatan pemahaman
politik internasional ini, dapat mengungkapkan sisi realitas politik dunia dan
esensi rasional kebijakan luar negeri terhadap kepastian dan prediksi
dinamika hubungan internasional. Selain itu, Morgenthau juga merangkum
kepentingan nasional dan pendekatan politik internasional kedalam enam

prinsip realisme politik, sebagai berikut:

1). Politik berdasar pada kodrat manusia (human nature) dan psikologi
yang diatur oleh hukum objektif, dengan hukum ini manusia atau aktor dapat
bergerak secara bebas pada dunia sosial yang bersifat abadi dan sifat manusia
pada dasarnya tidak berubah sejak zaman dahulu di mana mengacu pada

bangsanya.

2). Kepentingan nasional merupakan bagian utama dari politik
realisme yang memiliki istilah sebagai ‘kekuatan atau power’, di mana aktor
negara berpikir dan bertindak berdasarkan pada pedoman ‘kekuasaan’

terhadap kebijakan nasional suatu negara.

3). Politik dapat dipengaruhi oleh lingkungan, ketika sesuatu hal

terjadi maka akan dapat menentukan tindakan dan kepentingan suatu negara

38 “Six Principles of Realism by Morgenthau,” Academia, diakses pada 21 Juni 2021,
https://www.academia.edu/5824326/Six_Principles_of Realism_by Morgenthou



sehingga kekuatan diharapakan dapat menyesuaikan terhadap lingkungan

yang dihadapi.

4). Prinsip-prinsip moral universal tidak dapat digunakan pada semua
situasi, kondisi dan aktor sehingga harus menyesuaikan dengan setiap aksi

politik sebagai upaya memenuhi persyaratan political morality.

5). Tidak menerima identitas antara aspirasi moral dari suatu negara
terhadap aturan moral yang mengatur alam semesta, di mana suatu negara

harus memiliki kebijakan sesuai moral universal dan tidak berbenturan.

6). Lingkungan politik berhak menentukan arah tindakannya dan

memiliki kesamaan posisi dengan bidang lainnya.

Pendekatan realisme politik Morgenthau ini memiliki arti penting bagi
studi politik internasional, di mana dari pendekatan ini pada dasarnya terdiri
dari tiga asumsi, yaitu keinginan pemerintah negara dalam mewujudkan
kepentingan nasional, kepentingan dari suatu negara tergantung pada
perluasan pengaruh dan kekuatannya, dan negara menggunakan kekuatan atau

pengaruhnya guna melindungi dan memajukan kepentingannya.®*

Secara garis besar konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau
adalah standar abadi terhadap tindakan politik yang harus dipertimbangkan

dan diarahkan terhadap “kebijakan luar negeri” suatu negara terhadap negara

3 Jayanta Krishna Sarmah, dkk, International Politics: Theory, Block | (Guwahati: the
Krishna Kanta Handiqui State Open University, 2019) diakses pada 21 Juni 2021,
https://kkhsou.ac.in/esIm/E-
SLM_Main/2nd%20Sem/Master%20Degree/Political%20Science/PGPS%205203/Block%201/Int
ernationa.pdf



lain karena politik internasional merupakan tempat perebutan kekuasaan antar
negara dengan tujuan untuk memelihara keseimbangan kekuatan yang ada,
memperoleh lebih banyak kekuatan, dan mempertahankan atau memperluas
kekuasaan dengan menggunakan kekuatan baik militer, politik, maupun
ekonomi, salah satunya melindungi dan mempertahankan keutuhan dan

kedaulatan negara-bangsa dari gangguan dan ancaman dari negara lain.*

Pendapat lain terkait kepentingan nasional berasal dari Clinton bahwa
kepentingan nasional adalah prinsip peraturan umum terkait diplomasi
berdasar pada kebaikan atau kelangsungan nasional dalam hal ini masyarakat
suatu negara terhadap tindakan diplomatik ke negara lain. Sedangkan
menurut Robert O. Good bahwa kepentingan nasional adalah suatu langkah
negara yang mementingkan dirinya sendiri (negara-bangsa) dan menurut
Rostow kepentingan nasional adalah konsep suatu negara untuk
mempengaruhi dunia atau internasional untuk kepentingan sendiri (negara-

bangsa).%

Peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional karena konsep ini
dapat melihat pembuat kebijakan atau pemerintah suatu negara dalam
mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik dalam bentuk “kerja sama” maupun

dalam bentuk tindakan kekerasan sebagai bentuk politik luar negeri, di mana

% Hans J. Morgenthau, “Dilemmas of Politics,” Dalam The Morgenthau Approach to
International Relations: A Study in Theory and Policy, Douglas Hubbart, 19. California: Fresno
State Collage, 1968.

% Jayanta Krishna Sarmah, dkk, International Politics: Theory, Block Il (Guwahati: The
Krishna Kanta Handiqui State Open University, 2019) diakses pada 21 Juni 2021,
https://kkhsou.ac.in/esIm/E-SLM-for-
Learner/2nd%20Sem/Master%20Degree/Political%20Science/PGPS%20S203/Block%202/Interna
tiona2.pdf



dalam pembentukan kebijakan ini pemerintah melalui berbagai lembaga atau
instansi nasional saling berkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap proses
berupa perumusan dan pengimplementasian untuk mencapai kepentingan
nasional " Pembuat kebijakan ini, sejatinya harus mampu menilai kebutuhan
dan kepentingan negara dan dengan seksama menilai kebutuhan dan
kepentingan negara lain guna tercipta keseimbangan dan menciptakan kerja
sama baik bilateral maupun multilateral yang saling mendukung dan

menguntungkan.

Demikian, fokus peneliti dalam penelitian ini menggunakan konsep
kepentingan nasional dalam mengkaji kepentingan Indonesia melalui Joint
Border Committee (JBC) di kawasan perbatasan Merauke sebagai suatu
langkah dalam melindungi dan mempertahankan integritas nasional,
pemerintahan nasional, dan segala sesuatu yang menjadi bagian dari suatu
negara terhadap faktor-faktor eksternal berupa gangguan dan ancaman dari
negara Papua New Guinea maupun faktor-faktor internal dari Organisasi

Papua Merdeka.
Interaksi Perbatasan Oleh Oscar J. Martinez

Kondisi perbatasan yang tersebar di seluruh dunia pada masa
kontemporer ini sangat bervariasi karena terdapat perbedaan-perbedaan besar,
yaitu ukuran negara-bangsa, hubungan politik, tingkat kemajuan negara, dan

konfigurasi etnis, budaya, dan bahasa suatu negara-bangsa. Meskipun tingkat

21

37 Sitepu, Studi Hubungan Internasional (Yogyakarta: Graha llmu, 2011) diakses pada
Juni 2021, https://difarepositories.uin-

suka.ac.id/244/1/Study%20Hubungan%?20Internasional.pdf



keanekaragaman atau heterogenitas ini, masih  mungkin untuk
menggeneralisasi semua secara umum dan untuk menempatkan klasifikasi
berdasarkan kontak lintas batas karena dunia telah mengalami revolusi secara
geopolitik, sehingga semakin terdapat banyak wilayah perbatasan memiliki
kecenderungan ke arah satu titik pertemuan atau memusat (konvergensi),
tetapi masih terdapat beberapa wilayah di mana membuat penduduk

perbatasan tetangga mengalami keadaan interaksi yang terbatas.*.

Berdasarkan keadaan ini, maka dalam melakukan Klasifikasi wilayah
perbatasan ditekankan atau penting untuk menilai berdasarkan kontak lintas
batas dan faktor-faktor pendorong kontak tersebut, di mana menurut Oscar J.

Martinez terdapat empat paradigma interaksi perbatasan, sebagai berikut:*°
Alienated borderlands.

Model perbatasan terisolasi atau teralienasi ini mengacu pada kawasan
perbatasan pada umumnya, tetapi tidak terdapat kontak lintas batas yang
disebabkan oleh kondisi peperangan, perselisihan politik, nasionalisme intens,
permusuhan ideologis, permusuhan agama, perbedaan budaya, dan
persaingan etnis. Kondisi ini mengarah pada militerisasi dan pembentukan

kontrol kaku terhadap kontak lintas batas, sehingga secara signifikan

38 Oscar J. Martinez, “The Dynamics of Border Interaction: New approaches to border
analysis,” World Boundaries, Vol 1, (1994): 1-14,
https://pdf.zlibcdn.com/dtoken/79ce0b317e67d1fe254h2f368e582f7d/Global_Boundaries World_
Boundaries_Volume_1 by C. 882096 (z-lib.org).pdf
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mengganggu kehidupan normal penduduk perbatasan, keterbelakangan

penduduk perbatasan, dan jumlahnya yang terbatas.

Co-existent borderlands.

Model perbatasan hidup berdampingan atau koeksistensi ini mengacu
pada kawasan perbatasan, di mana negara-bangsa masing-masing mengurangi
konflik terkait perbatasan bila masih terdapat perselisihan dalam penetapan
dan penegasan batas negara ke tingkat yang dapat dikelola secara bersama,
sehingga dapat terwujud stabilitas perbatasan. Model ini merupakan tahapan
dari Alienated borderlands ketika perselisihan serius perbatasan kedua
negara dapat diselesaikan dan mulai terjalin interaksi kontak lintas batas

dalam parameter formal yang ditetapkan oleh kedua negara-bangsa.

Interdependent borderlands.

Model perbatasan saling bergantung atau interdependen ini mengacu
pada kawasan perbatasan, di mana wilayah perbatasan dalam satu negara
bersimbiosis dengan wilayah perbatasan negara yang bertetangga yang
disebabkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil dan terdapat iklim
ekonomi yang menguntungkan, sehingga memungkinkan penduduk
perbatasan kedua negara dalam mendorong atau menstimulasi pertumbuhan

dan pembangunan terikat dengan modal asing, pasar, dan tenaga kerja.

Integrated Borderlands.

Model perbatasan terpadu atau integrasi ini mengacu pada kawasan

perbatasan, di mana negara-negara tetangga menghilangkan semua



“perbedaan politik” utama di antara mereka dan hambatan yang ada dengan
tujuan terhadap perdagangan dan pergerakan manusia melintasi batas negara
secara bersama dan penduduk perbatasan bergabung secara ekonomi dengan
modal, produk, dan tenaga kerja mengalir dari satu sisi ke sisi lain tanpa

terdapat batasan yang ketat.
C. Joint Border Committee

Joint Border Committee merupakan suatu forum pertemuan antara
pemerintah negara yang bertetangga dan berbatasan baik darat maupun laut,
di mana dilakukan sekali setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan yang
mana dilaksanakan secara bergiliran di setiap negara guna membahas dan
merumuskan bahkan menyelesaikan suatu permasalahan yang didapatkan di
kawasan perbatasan. Sebagaimana dijelaskan pada “Basic Agreement
Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government
of The Independent of State of Papua New Guinea on Border Arrangement”,
pada Pasal 2, terkait “Joint Border Committee and Consultation.”*® Sebagai
berikut:

1. Komite Perbatasan Bersama akan terdiri atas pejabat-pejabat

senior dari Para Pihak.

2. Komite tersebut merumuskan pedoman dan prosedur-prosedur

untuk pelakasaan yang efektif dari Persetujuan ini.

40 Dokumen Salinan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi
Papua, “Basic Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The

Government of The Independent of State of Papua New Guinea on Border Arrangement,” Jakarta,
17 Juni, 2013, 2.



3. Anggota-anggota dari Komite, apabila dipandang layak, akan
menyampaikan nasihat dan mengajukan saran-saran kepada
Pemerintahnya masing-masing tentang seluruh hal, prosedur-
prosedur dan pengaturan-pengaturan terkait dengan pelaksanaan
Persetujuan ini, dan untuk pembangunan serta peninjauan kerja
sama perbatasan.

4. Komite akan bertemu sekurang-kurangnya sekali setahun, dan
mengadakan pertemuan tambahan bila diperlukan, atas
permintaan masing-masing Pihak Tempat pertemuan-pertemuan
tersebut akan diselenggarakan secara bergiliran di setiap negara.

5. Menteri-menteri terkait dari kedua Pemerintahan dapat
memberikan petunjuk-petunjuk yang sesuai dalam setiap
pertemuan Komite.

6. Para Pihak, apabila diminta, dapat berkonsultasi satu sama lain

mengenai penerapan dan pelaksanaan Pasal ini.
D. Kawasan Perbatasan

“Kawasan perbatasan” merupakan bagian dari wilayah negara yang
“terletak™ pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan “negara
lain” yang berada di darat dan kawasan perbatasan berupa kecamatan.*!
Perbatasan negara ini tersebar di sepuluh kawasan, baik di daratan maupun di
perairan. Wilayah darat Republik Indonesia “berbatasan langsung” dengan

tiga negara tetangga yang tersebar di tiga Pulau, “empat Provinsi” dan lima

4l Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 4.



belas Kabupaten atau kota, yaitu Malaysia yang berbatasan langsung dengan
pulau Kalimantan terbentang sekitar 2004 Kilometer, Timor Leste yang
berbatasan langsung dengan pulau Nusa Tenggara Timur terbentang sekitar
263,8 Kilometer, dan Papua New Guinea yang berbatasan langsung dengan
pulau Papua terbentang sekitar 820 Kilometer. Sedangkan, untuk wilayah laut
Republik Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara, yaitu negara
Malaysia, negara Singapura, negara Vietnam, negara India, negara Filipina,
negara Palau, negara Thailand, negara Australia, negara Timor Leste dan

negara Papua New Guinea (PNG). 42

42 Sihaloho, dkk, “Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan India
Dalam Penegakan Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Hukum Internasional,” dalam Journal of
International Law, Vol 2, No 1 (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014), 2.



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif.
Peneliti menggunakan pendekatan ini, di mana ditujukan guna mencari
pengertian yang terperinci mengenai suatu gejala, fakta atau realitas, masalah
dan peristiwa di mana hanya dapat dipahami jika peneliti menelusurinya
secara mendalam, tidak hanya terbatas pada penglihatan di permukaan saja
dan ini menjadi ciri pembeda pada pendekatan kualitatif, yang mana
menggunakan gunung es sebagai analoginya. Gunung es yang terlihat oleh
indra penglihatan hanya ukuran kecil pada permukaan atasnya saja, tetapi
secara realita yang berada di permukaan bawah justru yang besar dan kuat
sehingga penelitian yang mendalam ini menjadi faktor unggul dalam
pendekatan penelitian tersebut.*?

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah eksploratif, di
mana jenis penelitian ini dilakukan untuk menjajaki sesuatu apabila
pengetahuan peneliti terhadap suatu masalah atau objek “masih sangat sedikit
atau terbatas” dan kemungkinan akan dilakukan suatu penelitian lanjutan
yang lebih lengkap serta sifat dari jenis penelitian ini masih sangat terbuka

dan mencari-cari.*

4 JR. Raco. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya
(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 1.
4 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha limu, 2010), 59.
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B. Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian terdapat di beberapa tempat yang dilakukan oleh
peneliti guna mendapatkan data primer maupun data sekunder, di antaranya
Pos Lintas Batas Negara di Sota, Distrik Naukenjerai, dan terutama Badan
Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Merauke untuk melakukan
wawancara dan mendapatkan dokumen-dokumen penting terkait pengelolaan
perbatasan, sedangkan waktu penelitian ini dilakukan sejak September 2020

hingga Juli 2021.
C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisis

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia.
Dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini, pemerintah Indonesia di
mana sebagai unit analisis yang perilakunya akan dijelaskan oleh peneliti atau
disebut juga sebagai variabel independen atau variabel bebas (x), yang
mempengaruhi atau sebab timbulnya variabel dependen atau variabel terikat
(y).*® Sedangkan, Joint Border Committee di Kawasan Perbatasan Merauke
sebagai variabel dependen atau variabel terikat.

Tingkat analisis penelitian, peneliti mengacu kepada buku Mohtar
Mas’oed, yaitu ilmu hubungan internasional: displin dan metodologi. Dalam
buku ini, terdapat 5 tingkat analisa, yaitu analisa individu, analisa kelompok

individu, analisa negara-bangsa, analisa kelompok negara-negara, dan analisa

4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta,
2013), 39.



sistem global atau internasional.®® Peneliti menggunakan tingkat analisa
negara-bangsa dalam penelitian ini, karena hubungan internasional
didominasi oleh perilaku negara-bangsa di mana tingkat analisa lainnya hanya
akan diperhatikan terhadap sejauh mana perilaku yang berkaitan dengan

tindakan internasional negara yang bersangkutan.*’
D. Tahap-Tahap Penelitian

1. Pemilihan Tema, Topik dan Kasus.
Pada tahap ini, peneliti pertama-tama mencari permasalahan yang
sekiranya menarik, dapat dijangkau dan dapat dikuasai oleh peneliti akan
suatu isu atau kasus permasalahan. Peneliti memilih Kepentingan
Indonesia Terhadap Papua New Guinea Melalui Joint Border Committee
(JBC) di Kawasan Perbatasan Merauke karena peneliti tertarik dengan
kasus perbatasan antarnegara dan memilih pemerintah Indonesia sebagai
subjek penelitian karena tertarik untuk menganalisis perbatasan Indonesia
— Papua New Guinea di Merauke, di mana Merauke sebagai daerah
Kabupaten yang memiliki beberapa kesamaan, memiliki hubungan erat
antara masyarakat dan wilayah, tetapi dipisahkan oleh batas antarnegara
dan merupakan daerah yang cukup rawan terhadap gangguan dan
ancaman. Dalam tahap penelitian ini, peneliti memilih tema dan topik
terlebih dahulu yang memiliki cakupan yang umum dan luas, kemudian

menentukan judul yang lebih spesifik.

4 Mohtar Mas’oed. llmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta:
LP3ES, 1990), 46-48.
7 1bid., 46-47.



Studi Literatur.

Setelah melalui tahap pertama, di mana peneliti telah menemukan sebuah
kasus. Kemudian peneliti mengumpulkan berbagai bahan dan literatur,
berupa jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan berita di internet serta
kebijakan dan dokumen asli berupa salinan dari BPPD Kabupaten
Merauke.

Perumusan Masalah Penelitian.

Setelah membaca berbagai bahan bacaan dan literatur terkait, peneliti
menentukan rumusan masalah.

Pengumpulan Data.

Setelah peneliti telah menentukan fokus permasalahan yang akan dikaji,
peneliti kembali mengumpulkan data baik data primer maupun sekunder,
terutama data yang dimiliki oleh BPPD Kabupaten Merauke. Tahap
penelitian ini, dilakukan secara bertahap dan terus-menerus hingga
diperoleh data yang mampu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan
dalam penelitian.

Pengolahan Data.

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber,
kemudian peneliti melakukan klasifikasi data guna mempermudah peneliti
dalam melakukan analisis data dan mempermudah pembaca dalam

memahami data yang terdapat dalam penelitian ini.

. Analisis Data.



Pada tahap ini, peneliti berusaha menjawab rumusan masalah yang telah
diajukan, di mana dipadukan dengan data yang diperoleh dan kerangka
konseptual sebagai lensa atau alat analisis.

7. Kesimpulan.
Pada tahap ini, peneliti berusaha meringkas dengan melakukan penarikan
kesimpulan terhadap hal-hal penting yang telah disampaikan dari hasil
penelitian yang telah dilakukan peneliti.

8. Laporan Penelitian.
Pada tahap ini, menjadi tahap terakhir yang dilakukan peneliti di mana
sebagai bagian pertanggung jawaban peneliti yang disampaikan dalam
bentuk laporan atau tulisan sebagai kontribusi bagi peneliti maupun

kepentingan umum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti memperoleh berbagai data yang berasal
dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti memperoleh data
primer melalui pernyataan resmi BPPD Kabupaten Merauke maupun laporan
dan situs resmi Badan Pengelola Perbatasan dan instansi terkait dengan
perbatasan antarnegara, sedangkan peneliti memperoleh data sekunder
melalui artikel internet, buku, jurnal, maupun berita.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian
ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, di mana teknik
wawancara dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan kepada narasumber

secara berkala dan dilakukan pada hari-hari tertentu atau pada jam kerja



Aparatur Sipil Negara Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD)
Kabupaten Merauke, di antaranya kepada Arnoldus Rudolf, S. IP selaku
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Drs. Zacharias Hermes H. Wainggai
selaku Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi, Frensianus Maratur, S.S
selaku Kepala Sub Bidang Fasilitas Kerjasama dan Rekianus D. Samkakali,
S.STP selaku Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten
Merauke.

Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan
wawancara tidak terstruktur sehingga lebih banyak mengindahkan apa yang
disampaikan oleh narasumber dan hanya terdiri atas garis-garis besar
permasalahan guna mendapatkan informasi awal terkait berbagai isu atau
kasus permasalahan yang terdapat pada objek penelitian, kemudian peneliti
dapat menentukan secara pasti terhadap suatu permasalahan yang harus
diteliti dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak atau narasumber yang
mewakili dan memiliki wewenang dalam tingkatan yang terdapat pada objek
penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh deskripsi atau data yang lebih
lengkap.

Sedangkan, teknik dokumentasi menggunakan sumber terpercaya
dalam penelitian ini utamanya berasal dari Badan Pengelola Perbatasan
Daerah (BPPD) Kabupaten Merauke, berupa dokumen dan foto, di antaranya
dokumen Basic Agreement, peraturan Bupati Merauke, laporan Border

Liaison Meeting dan dokumen Special Arrangements serta berita dan laporan



pendukung dari internet yang terkait dengan perbatasan Indonesia — Papua

New Guinea.
F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang
dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang disesuaikan dengan tipe dan
strategi penemuan. Model Miles dan Huberman menerangkan bahwa dalam
penelitian kualitatif, data yang terkumpul melalui berbagai teknik yang
berbeda-beda, seperti wawancara, observasi, dokumentasi maupun kutipan.
Sehingga metode penelitian ini lebih didominasi oleh kata-kata daripada
angka, sehingga data yang terkumpul harus diproses dan dianalisis sebelum

dapat digunakan.*®

Selain itu, keduanya mengemukakan bahwa tahapan dalam penelitian
kualitatif, di mana analisis data dilakukan secara interaktif atau saling aktif
dan berlangsung terus menerus sampai tuntas hingga data yang terkumpul

sudah jenuh.*® Model ini, terdapat tiga tahapan dalam analisis data, yaitu:
1). Reduksi Data.

Tahap ini dalam teknik analisis data, berarti merangkum, memilih data-
pokok, relevan, dan memfokuskan sesuai dengan topik penelitian karena
data yang diperoleh di lapangan memiliki jumlah yang cukup banyak,

sehingga perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan mendetail. Selain itu,

% A. M Yusuf. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta: Kencana, 2014), 407.

49 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta,
2013), 246.



dengan melakukan tahap ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas
dan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data berikutnya serta

mempermudah mencari data jika diperlukan.

2). Penyajian Data.

Tahap ini, peneliti melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam
bentuk bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, maupun uraian
singkat dan sebagainya. Hal ini dilakukan setelah peneliti merangkum,
memilih data-data pokok atau utama, relevan, dan memfokuskan sesuai
dengan topik penelitian atau mereduksi data, sehingga akan mempermudah
untuk memahami apa yang terjadi dan merancang penelitian berikutnya

sesuai dengan apa yang telah dipahami tersebut.

3). Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan pada tahap awal ini, di mana masih dapat berubah bila tidak
ditemukan data-data atau bukti kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya, tetapi sebaliknya bila kesimpulan awal
didukung dengan data-data atau bukti kuat, valid, dan konsisten ketika
peneliti melakukan pengumpulan data berikutnya atau kembali ke
lapangan, maka kesimpulan ini dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang

kredibel.



G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap
keabsahan data yang telah terkumpul dengan melakukan diskusi terhadap
narasumber atau pihak-pihak yang mewakili dan memiliki wewenang serta
pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian, terutama Kepala Bidang
maupun Staf BPPD Kabupaten Merauke.

Selain itu, peneliti juga melakukan uji kredibilitas dengan
menggunakan cara triangulasi sesuai aturan, di mana menggunakan sumber
yang banyak dengan metode yang berbeda. Penggunaan sumber yang banyak
dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber berbeda, tetapi dalam
informasi yang sama, seperti melakukan verifikasi kepada sumber lain
tentang informasi yang telah diperoleh. Seandainya, hasil verifikasi terdapat
perbedaan antara satu sumber dengan sumber lainnya terhadap suatu
informasi, maka ada yang tidak benar. Sehingga harus dilakukan verifikasi
terus-menerus tentang suatu informasi yang sama hingga hasil verifikasi
meyakinkan peneliti atau data yang terkumpul sudah jenuh.

Sedangkan, penggunaan metode yang berbeda dapat diartikan bila
pada tahap pertama informasi yang dikumpulkan melalui metode observasi,
maka tahap berikutnya menggunakan metode lain seperti wawancara untuk
mengumpulkan informasi yang sama.>® Hal ini dilakukan agar tidak terjadi
informasi yang keliru atau data diluar konteksnya, sehingga keakuratan,

keabsahan, dan kebenaran data yang telah terkumpul dan dianalisis akan

%0 A. M Yusuf. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta: Kencana, 2014), 395.



memberikan hasil yang tepat dan benar sesuai konteks dan latar belakang

sesungguhnya.®!

5! 1bid., 393-394.
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BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah Perbatasan Republik Indonesia — Papua New Guinea

Pulau Papua merupakan “salah satu” pulau terbesar yang dimiliki oleh
Indonesia yang memiliki berbagai potensi atau kekayaan sumber daya alam
(SDA) yang melimpah dan keanekaragaman budaya, tetapi belum dikelola
secara maksimal dan menjadi salah satu daerah termiskin dan tertinggal akan
pembangunan khususnya daerah pelosok dan daerah perbatasan Indonesia,
mengingat memiliki bentang kawasan perbatasan yang luas dan kondisi
geografi yang beragam. Kondisi ini menjadi penghambat dan tantangan bagi
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam pengelolaan perbatasan,
di mana belum lagi fokus pengelolaan yang cenderung pada kepentingan
pemerintah dan belum fokus pada pengelolaan yang berpusat ‘kualitas
sumber daya manusia atau kepentingan masyarakat’, sehingga kesenjangan
cukup terlihat jelas terhadap aksesibilitas, sarana dan prasarana, sumber daya

manusia, dan pembangunan pada daerah-daerah tertentu di Provinsi Papua.

Provinsi Papua menjadi wilayah Indonesia yang memiliki perbedaan
cukup signifikan dengan wilayah-wilayah lainnya, di mana terdapat
perbedaan dari kondisi geografi, pertahanan dan keamanan, sarana dan
prasarana, ekonomi, dan terutama “kondisi” sosial budaya. Kondisi terkait
sosial budaya antara Indonesia dan Papua terdapat perbedaan yang tampak
besar karena keduanya berasal dari nenek moyang dan sejarah yang berbeda,

di mana karakteristik masyarakat Indonesia dari bagian barat Pulau Sumatera

53



hingga timur Pulau Maluku dominan berasal dari ras Mongoloid Melayu dan
karakteristik masyarakat Papua dominan berasal dari ras Melanesoid (Negro
Melanesia), sehingga terdapat perbedaan karakteristik secara fisik antara
kedua masyarakat di mana masyarakat asli Papua berkulit hitam dan

berambut keriting.>2

Di satu sisi menurut sejarah Papua menjadi “bagian” dari Republik
Indonesia berawal dari proses integrasi wilayah “Irian Barat” atau sekarang
lebih dikenal dengan nama Papua, meskipun tuntutan akan pemisahan diri
dan membentuk negara baru masih sering terdengar hingga sekarang. Proses
integrasi ini, tidak terhindar dari sangkut paut terjadinya banyak persoalan
dan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda dalam menguasai
Pulau Irian (Papua). Pulau Irian berdasarkan sejarah pada masa penjajahan

terbagi menjadi dua, yaitu Irian Barat dan Irian Timur.

52 Kal Muller. “Indonesian New Guinea West Papua Irian Jaya.” Singapore: Periplus
Edition, 2001. Diakses pada 10 Juni 2021, https://id1lib.org/book/2220401/e5cfae



PACIFIC NEW CUINEA

Gambar 4.1 Peta Wilayah Republik Indonesia dan Papua New Guinea
Sumber: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Merauke

Irian Barat dikenal dengan nama Dutch New Guinea yang dikuasai
oleh Belanda dari sekitar tahun 1828 hingga tahun 1962, ketika sebuah
ekspedisi Belanda meninggalkan Batavia untuk mengambil alih bagian dari
pulau New Guinea dimulai pada tahun 1828.5 Irian Barat menjadi wilayah
sengketa antara Indonesia dan Belanda, di mana Indonesia menginginkan
agar wilayah ini menjadi bagian atau kembali kedalam Republik Indonesia,
sehingga terjadi berbagai peristiwa besar melalui proses integrasi Irian Barat.
Proses integrasi ini, terjadi sekitar 14 tahun berawal dari Konferensi Meja
Bundar (KMB) di tahun 1949, Trikora pada tahun 1961, dan Perjanjian New
York 1962. Dengan melalui Perjanjian New York yang ditandatangani pada
15 Agustus 1962 antara Belanda dan Indonesia, maka pada 1 Oktober 1962

Belanda menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Indonesia dan diperkuat

%3 J. Reynolds, “The Dutch New Guinea Border,”Australia Outlook Vol. 7, No. 2,
(2008): 129-131, https://doi.org/10.1080/10357715308443854



dengan “Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa

(UNTEA)”.

Sedangkan, Irian Timur dikenal dengan nama Territory of Papua New
Guinea yang dikuasai oleh Inggris pada tahun 1873 hingga jatuh pada
kekuasaan Jerman pada tahun 1884, tetapi Inggris “mengumumkan” suatu
langkah protektorat atas “bagian Tenggara pulau” dan kepulauan di sebelah
timurnya hingga pada tahun 1895 antara Inggris dan Belanda menetapkan
garis perbatasan antara Dutch New Guinea — Territory of Papua New Guinea
dan pada tahun 1905 Territory of Papua New Guinea diserahkan oleh Inggris

pada Australia yang kemudian diberi nama Wilayah Papua.>*

Selanjutnya pada tahun 1921 setelah masa Perang Dunia I, Australia
berhasil menguasai sepenuhnya Territory of Papua New Guinea yang
dikuasai oleh Jerman atas Inggris dan mengubah namanya menjadi New
Guinea melalui mandat liga bangsa-bangsa dan melalui persetujuan persatuan
bangsa-bangsa pada tahun 1946, Australia secara resmi ditetapkan sebagai
“penguasa penuh” atas wilayah Papua dan New Guinea (Irian Timur).
Selanjutnya, wilayah Papua dan New Guinea menjadi satu kesatuan dengan
nama Papua New Guinea melalui New Guinea Act pada tahun 1971 dan pada
1 September 1973 secara resmi Papua New Guinea memiliki

pemerintahannya sendiri dan pada 16 September 1975 menjadi negara sendiri

% “Hubungan Bilateral,” KBRI di Port Moresby, Papua Nugini, diakses pada 18 Juni
2021, https://kemlu.go.id/portmoresby/id/pages/papua_nugini/559/etc-menu



dan merdeka secara resmi dari Australia dan tetap menjadi bagian

persemakmuran Inggris.>®

Wilayah Irian Barat yang telah resmi bergabung dengan Republik
Indonesia dengan nama Papua dan Irian Timur yang telah resmi menjadi
negara merdeka dengan nama Papua New Guinea, kedua wilayah ini telah
terbagi kedalam dua sistem pemerintahan dan perbatasan masing-masing.
Pada tahun 1964, Papua yang telah menjadi bagian dari Republik Indonesia
mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya dengan negara tetangganya
guna membahas masalah perbatasan antara kedua negara, tetapi pada saat itu
Papua New Guinea masih dibawah kekuasaan pemerintahan Australia dan
pertemuan baru dapat terwujud pada tahun 1973 melalui suatu perjanjian

dasar antara kedua negara tersebut.*

> |bid.

% Sri Mulyani, “Perjanjian Bilateral Antara Pemerintah RI-Papua Nugini Tentang
Pengaturan Lintas Batas Antar Negara Suatu Tinjauan Hukum Internasional” (Skripsi., Universitas
Airlangga, 1989).
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- Peta Batas Skala 1:50.000 sebanyak 27 lembar
- Survei pengukuran CBDRF di 14 pilar.

Gambar 4.2 Persebaram Monumen Meridian (MM) di Kawasan Perbatasan

Merauke

Sumber: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Merauke

Perjanjian dasar “perbatasan” antara Republik Indonesia dan PNG, di
mana telah diatur dalam perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia
dan pemerintah Australia tentang “garis batas” tertentu antara wilayah
keduanya yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973,
diratifikasi kedalam bentuk Undang-Undang Nomor 6 tahun 1973 dan
dideklarasikan bersama Indonesia dan PNG.>’ Garis batas tertentu antara
wilayah keduanya merupakan garis batas buatan dan didirikan pilar
Monumen Meridian (MM), kecuali pada ruas Sungai Fly yang mengandalkan
batas yang ada di alam berupa titik terdalam dari sungai dan dengan

menggunakan “meridian” astronomis 141° 01°00” Bujur Timur mulai dari

5 Dewa Gede Sudika Mangku, “Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Dalam Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia dan Papua Nugini,” Universitas
Muhammadiyah Purwokerto Press, Juni 30, 2017, diakses pada 19 Juni 2021,
http://digital.library.ump.ac.id/910/2/13.%20Full%20Paper%20-
%20DEWA%20GEDE%20SUDIKA%20MANGKU.pdf



utara Jayapura Papua ke selatan sampai ke sungai Fly mengikuti talweg ke

selatan sampai memotong meridian 141 ° 01’ 10” Bujur Timur.%®

Persebaran 97 pilar Monumen Meridian (MM) utama dan sekunder
terbagi dalam 3 tahap pembangunan secara garis besar, yaitu:>® 1).
Pembangunan pada tahun 1966 hingga 1967 terhadap 14 pilar MM dengan
metode astro terestris dan dengan ukuran luas alas bawah 60x60 cm, luas atas
atau tubuh monumen 30x30cm, dan tinggi 160 cm, di mulai dari MM 1
hingga MM 10 berada di astronomis 141° 01°00” BT dan MM 11 hingga MM
14 berada di astronomis 141 ° 01’ 10” BT; 2). Pembangunan pada tahun 1983
hingga 1989 terhadap 38 pilar MM dengan metode transit doppler dan dengan
ukuran luas alas bawah 60x60 cm, luas atas atau tubuh monumen 30x30cm,
dan tinggi 160 cm, dimulai dari MM 12.5; dan 3). Pembangunan pada tahun
2004 hingga 2018 terhadap 45 pilar MM dengan pendekatan Common Border
Datum and Reference Frame (CBDRF) atau dengan metode Global
Navigation Satellite System (GNSS) dan dengan ukuran luas alas bawah
50x50 cm, luas atas atau tubuh monumen 20x20cm, dan tinggi 50 cm,
dimulai dari MM 49, dengan keseluruhan MM melalui daerah Skouw,

Wutung, Jayapura, Boven Digoel dan Merauke.

2020

%8 Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 42.
% Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Merauke, 14 September



B. Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia dan Papua New

Guinea

Perbatasan negara Republik Indonesia dan negara-negara tetangga
tersebar di sepuluh kawasan, baik di wilayah darat maupun wilayah laut.
Wilayah darat Republik Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara
tetangga, yaitu Malaysia yang berbatasan langsung dengan pulau Kalimantan,
Timor Leste yang berbatasan langsung dengan pulau Nusa Tenggara Timur

dan Papua New Guinea yang berbatasan langsung dengan pulau Papua.

Perbatasan darat ini tersebar di tiga Pulau, empat Provinsi dan lima
belas Kabupaten atau kota yang masing-masing terdapat karakteristik
perbatasan yang berbeda-beda, di mana bentang perbatasan yang dimiliki,
yaitu: 1). Kawasan perbatasan darat antara negara Republik Indonesia —
negara Malaysia di Pulau Kalimantan, terbentang sekitar 2004 Kilometer; 2).
Kawasan perbatasan darat antara negara Republik Indonesia — negara Timor
Leste di Pulau Nusa Tenggara, terbentang sekitar 263,8 Kilometer; dan 3).
Kawasan perbatasan darat antara negara Republik Indonesia — negara Papua
New Guinea di Pulau Papua, terbentang sekitar 820 Kilometer.®® Sedangkan,
untuk kawasan perbatasan laut Republik Indonesia berbatasan dengan

sepuluh negara, yaitu negara India, negara Malaysia, negara Singapura,

80 Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 7.



negara Vietnam, negara Filipina, negara Thailand, negara Timor Leste,

negara Australia, negara Palau, negara Papua New Guinea (PNG).5!

Selain itu, terdapat sejumlah kawasan yang berbatasan dengan laut
yang tersebar di 92 pulau-pulau kecil Indonesia atau dapat juga disebut
sebagai daerah 3T, yang terdapat di tujuh kawasan, yaitu: 1). Kawasan
perbatasan laut antara Republik Indonesia — negara Malaysia, Thailand, dan
India; 2). Kawasan perbatasan laut antara Republik Indonesia — negara
Singapura, Malaysia, dan Vietnam; 3). Kawasan perbatasan laut antara
Republik Indonesia — negara Filipina dan Malaysia; 4). Kawasan perbatasan
laut antara Republik Indonesia — negara Palau; 5). Kawasan perbatasan laut
antara Republik Indonesia — negara Timor Leste dan Australia; 6). Kawasan
perbatasan laut antara Republik Indonesia — negara Timor Leste; dan 7).

Kawasan perbatasan laut antara Republik Indonesia — laut bebas.®?

Kawasan perbatasan negara Republik Indonesia dan Papua New
Guinea, menjadi salah satu wilayah perbatasan penting yang berada di
Provinsi Papua, di mana dengan terdapat banyak kawasan perbatasan
antarnegara ini menjadikan keberadaan dan ketersediaan sarana prasarana
perbatasan negara menjadi sesuatu yang penting dan tidak terlepas bagi suatu
negara, di antaranya Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Pos Pemeriksaan

Lintas Batas Negara (PPLBN) dan Fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina,

61 Sihaloho, dkk, Penetapan Garis Batas ZEE Indonesia dan India Dalam Penegakan
Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Hukum Internasional dalam Journal of International Law, Vol
2, No 1 (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014), 2,
https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jil/article/view/6315

%2 Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 2-3.



dan Keamanan (Custom, Immigration, Quarantine, and Security) karena
perbatasan antarnegara terkhususnya PLBN menjadi ‘gerbang’ yang
mengatur kegiatan masyarakat, barang, dan jasa bagi kedua negara dan
diharapkan dapat mengatur hubungan sosial dan ekonomi masyarakat kedua
negara tetangga ini, serta dengan pembangunan sarana dan prasana
perbatasan diharapkan dapat mengurangi keluar-masuk atau mobilitas barang-

barang ilegal antar negara.

Kawasan perbatasan negara Republik Indonesia dan PNG dengan
keberadaan PLBN, sejatinya berfungsi sebagai pintu gerbang dan gambaran
terdepan dari suatu negara yang memiliki bentang perbatasan sekitar 820
Kilometer dari “Skouw Sae-Jayapura” di bagian utara sampai “muara sungai
Bensbach-Merauke” di bagian Selatan. Bentang perbatasan ini, melalui
beberapa Kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten
Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, dan
Kabupaten Merauke, dengan terdapat sekitar 14 pos-pos pengamanan
bersama dengan melalui persetujuan kedua negara antara Republik Indonesia
dan PNG.5% Beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan
batas wilayah negara yang meliputi belum adanya kesepakatan segmen batas
negara, keterbatasan jumlah patok batas negara dan kondisi pilar batas negara
yang hilang, rusak atau bergeser, salah satunya yang terjadi di wilayah

perbatasan antara Provinsi Papua — PNG.

53 |bid., 15 dan 42.



Provinsi Papua memiliki permasalahan dalam keterbatasan jumlah
patok batas negara dan kondisi pilar batas negara yang hilang, rusak atau
bergeser, di mana hal ini menjadi permasalahan utama dibandingkan dengan
permasalahan kesepakatan segmen batas negara yang dihadapi oleh kawasan
perbatasan darat lainnya di Indonesia. Perbatasan darat terkait segmen batas
negara antar kedua negara Republik Indonesia dan Papua New Guinea, telah
dicapai kesepakatan bersama terkhususnya perbatasan perairan atau laut.
Meskipun masih terdapat beberapa peristiwa atau konflik ketika OPM yang
menetap dalam jangka waktu yang panjang karena menghindari perburuan
yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau aparat keamanan
terhadap kelompok separatis bersenjata ini, sehingga mereka bersembunyi di
wilayah Papua New Guinea dan memicu konflik skala kecil antar suku
pemilik tanah adat, di mana biasanya akan dibahas pada pertemuan antar
Indonesia — Papua New Guinea maupun pertemuan antar Provinsi Papua

dengan Provinsi-provinsi Papua New Guinea.®*

Selain itu, permasalahan lainnya terkait pelanggaran yang dilakukan
oleh “pelintas” perbatasan secara tradisional maupun kebiasaan juga sering
dilakukan oleh penduduk yang bermukim di sekitar garis perbatasan karena
sebagian besar pelintas yang melewati batas antar negara tidak didata dengan
baik, disebabkan oleh sistem pendataan di sebagian besar perbatasan belum
cukup memadai dan sebagai akibat dari aparat keamanan dan petugas

pendataan yang “minim” dari kuantitas jumlah maupun kemampuan,

8 Saru Arifin, Hukum Perbatasan Darat Antarnegara (Jakarta Timur: Sinar Grafika,
2014), 13-14



sehingga hal ini menjadi isu atau permasalahan keamanan yang
membutuhkan kerja sama kedua negara tetangga yang dapat diwujudkan
dalam salah satu bentuk kerja sama, yaitu JBC Republik Indonesia — Papua

New Guinea yang dinilai cukup efektif.®®

Kawasan perbatasan negara Republik Indonesia dan PNG ini, telah
melalui proses penetapan batas (Delimitasi) dari 3 perbatasan darat Indonesia
dan negara-negara tetangga telah dituntaskan pada masa pemerintah Hindia
Belanda yang terbagi dua, yaitu segmen batas darat yang terdapat di Provinsi
Kalimantan dan Provinsi Papua, di mana Pemerintah Hindia Belanda
menetapkan batas ini dengan Inggris. Sedangkan, perbatasan darat yang
terdapat di Pulau Timor atau Timor Leste dengan Portugis. Penetepan ini
mengacu pada ketentuan dan ketetapan hukum internasional, yaitu
berdasarkan Uti Possidetis Juris (suatu negara yang telah merdeka akan
mewarisi wilayah negara penjajahnya), sehingga Indonesia dengan ketiga
negara tetangganya hanya perlu melakukan penegasan kembali (demarkasi)

dan/atau merekonstruksi batas negara yang telah ditetapkan tersebut.%

Penetapan batas negara dan penegasan kembali, hal ini cukup sulit
dilakukan dan memerlukan proses yang cukup panjang karena sering kali
permasalahan masih sering terjadi di dalam proses tersebut, di mana dengan
munculnya perbedaan pandangan terhadap perjanjian yang telah disepakati

berdasarkan Uti Possidetis Juris dan belum lagi yang berasal dari faktor-

% Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 17.
& Ibid., 44.



faktor alam, di mana kerap kali digunakan dalam menetapkan dan
menentukan batas darat yang biasanya mengalami perubahan seiring dengan
berjalannya waktu, perubahan adat setempat dan sosial budaya juga dapat
mempengaruhi proses penegasan kembali karena mengingat pengaruh

“rentang” waktu yang panjang terhadap “batas darat” semenjak ditetapkan

oleh “pihak kolonial” pada zaman dahulu.®’
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Gambar 4.3 Persebaram 52 Pilar Perbatasan Negara Republik Indonesia — Papua
New Guinea (PNG)

Sumber: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Merauke

Pada proses penetapan batas antarnegara Indonesia dengan PNG di
Pulau Papua merujuk pada perjanjian antara Indonesia dan Australia

berkenaan dengan “garis-garis batas tertentu” tertanggal 12 Februari 1973,

87 Muradi, “Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia” Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 1, No. 1, (2015): 25-34, https://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/11859/5530



kemudian dilakukan ratifikasi dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 1973,
dan deklarasi bersama Indonesia — PNG tahun 1989-1994.% “Garis batas”
yang disepakati ini merupakan garis batas “buatan”, kecuali pada ruas Sungai
Fly yang menggunakan batas alam yang berupa titik terdalam dari sungai dan
dengan menggunakan “meridian astronomis” 141° 01°00”Bujur Timur mulai
dari utara Jayapura (Papua) ke selatan sampai ke sungai Fly mengikuti talweg
ke selatan sampai memotong meridian 141 ° 01> 10” Bujur Timur.%®
Sedangkan, untuk penegasan kembali batas negara (Demarkasi) sepanjang
perbatasan sekitar 820 Kilometer oleh kedua negara telah dilaksanakan secara
bersama antara Indonesia dan Papua New Guinea dengan menempatkan
sejumlah 52 pilar dari MM 1 sampai dengan MM 14A dan saat ini bertambah
menjadi 55 pilar batas utama Monumen Meridian (MM) dan “tugu perapatan”
berjumlah sekitar 1792 tugu yang telah disepakati dalam perjanjian pada

tanggal 12 Februari 1973.7

8 Tri Patmasari dkk, Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara
Tetangga (Bogor: Badan Informasi Geospasial, 2016). Diakses pada 7 Juni 2021,
http://semnas.big.go.id/index.php/SN/article/view/98

% Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 42.

70 Zacharias Hermes H. Wainggai (Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi BPPD
Kabupaten Merauke), wawancara oleh peneliti,15 September 2020.
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Gambar 4.4 Peta Lokasi Proritas dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional
Perbatasan Negara Republik Indonesia

Sumber: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Merauke

Kawasan perbatasan yang melalui PLBN ini, biasanya menjadi tempat
interaksi antar masyarakat perbatasan Indonesia — Papua New Guinea, di
mana “hampir” sebagian besar wilayah Papua memiliki jalur atau akses
langsung dengan kawasan-kawasan perbatasan yang ada pada negara
tetangganya dan menjadi tempat kegiatan transaksi atau kegiatan
perekonomian “lintas batas” yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan

Papua dan terutama masyarakat perbatasan Papua New Guinea guna



pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang dapat dikatakan cukup intensif terjadi
dengan beragam bentuk transaksi sandang dan pangan, terutama terjadi di

lokasi prioritas Muara Tami-Jayapura dan lokasi prioritas Sota-Merauke.

Lokasi prioritas Muara Tami menjadi tempat kegiatan perekonomian
yang lebih intens, ramai dan dominan, dibandingkan lokasi prioritas Sota
karena terdapat tempat transaksi yang didukung dengan sarana dan prasarana
yang lebih unggul berupa pasar tradisional dan tempat berjualan (marketing
point) serta memiliki posisi strategis yang berada di Jayapura atau utara
Papua. Meskipun demikian, lokasi prioritas Sota masih menjadi tempat
kegiatan perekonomian yang cukup intens dan ramai yang terjadi antara

masyarakat kampung Sota dengan kampung Wereave Papua New Guinea.”*

Hal ini mengingat terdapat perbedaan kondisi perbatasan, di mana
lokasi prioritas Sota lebih memadai dan mendukung terhadap ketersediaan
sarana prasarana bagi penunjang kehidupan, dibandingkan dengan desa atau
kampung Wereave yang cukup jauh dari pusat pemerintahan atau ibu kota
Papua New Guinea, sehingga lokasi prioritas Sota dipilih dan menjadi salah

satu alternatif sebagai tujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.”

Selain itu, ketersediaan akses jalan dari pusat pemerintah daerah
Kabupaten Merauke menuju Sota di mana merupakan bagian dari jalan atau

penghubung Trans Papua, sehingga hal ini semakin mendukung aktivitas

"1 Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 85.
2 Arnoldus Rudolf (Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan BPPD Kabupaten
Merauke), wawancara oleh peneliti,25 November 2020.



perekonomian lintas batas negara dengan memudahkan akses transportasi
atau mobilitas masyarakat dengan menggunakan armada transportasi yang
diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan minat masyarakat perbatasan
Merauke maupun Papua New Guinea untuk lebih sering berkunjung ke lokasi

prioritas Sota maupun pusat-pusat perekonomian di Kabupaten Merauke.

Berbeda dengan kedua lokasi prioritas yang memiliki akses langsung
ke wilayah perbatasan Papua New Guinea maupun pusat pemerintah daerah,
di mana terdapat beberapa lokasi prioritas atau distrik di Provinsi Papua yang
tidak memiliki akses salah satu atau keduanya disebabkan oleh faktor limitasi
fisik atau batasan pelintas batas, kondisi geografis dan akses keluar-masuk
atau aksesibilitas yang minim, sehingga umumnya berdampak pada interaksi
perekonomian yang rendah dengan negara tetangga maupun kampung atau
pusat perekonomian sekitar dan bahkan sekedar memenuhi kebutuhan pokok
pun masyarakat lokal masih sangat kesusahan, hal ini terjadi antara lain di
lokasi prioritas atau Distrik Jair, Distrik Ulilin, Distrik Muting, Distrik

Naukenjerai dan lokasi prioritas atau Distrik Provinsi Papua lainnya.”

Kawasan perbatasan negara Republik Indonesia dan PNG memiliki
kaitan yang erat dengan kondisi sosial budaya keduanya karena ditemukan
memiliki kemiripan yang dekat satu sama lain dan adanya hubungan

kekerabatan yang kuat antar masyarakat di lokasi prioritas, kampung-

3 Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 86.



kampung atau distrik yang mendiami kawasan perbatasan khususnya di

beberapa lokasi prioritas di Provinsi Papua.’

Kondisi ini dapat mempengaruhi proses penegasan kembali atau
demarkasi perbatasan antarnegara semenjak batas darat ditetapkan pada
zaman dahulu oleh pihak kolonial, di mana kemiripan dan hubungan
kekerabatan tidak hanya sebatas pada satu ras, tetapi dapat dikatakan lebih
spesifik lagi sebagai hubungan kesukuan melalui fakta sejarah persebaran
suku-suku atau etnografi yang terdapat di Provinsi Papua, seperti suku
Engross — Tobati yang “mendiami” beberapa wilayah lokasi “prioritas” yang
membentang sepanjang perbatasan keduanya dan beberapa wilayah lokasi
prioritas, seperti lokasi prioritas Muara Tami yang berada di Jayapura, lokasi
prioritas Elikobel dan lokasi prioritas Sota yang keduanya berada di

Kabupaten Merauke.”

Kondisi hubungan kesukuan ini, menghasilkan interaksi antar
masyarakat yang dilakukan oleh suku setempat atau disebut sebagai pelintas
batas tradisional yang telah terjadi cukup lama dan turun temurun, seperti
kunjungan kepada sanak keluarga yang berada di salah satu atau kedua negara
secara berulang kali atau bersifat intens dan terkadang juga ditemukan kasus
pernikahan berbeda kewarganegaraan, di mana mereka tidak melepaskan

kewarganegaraan masing-masing atau pindah kewarganegaraan, tetapi

"4 Tien Virginia Arisoi, “Analisis Kegagalan MoU Border Liaison Meeting Dalam
Mengatasi Masalah Ancaman Keamanan Non Tradisional di Kawasan Perbatasan Republik
Indonesia dan Papua New Guinea Tahun 2008-2011.” (Tesis., Universitas Indonesia, 2012).
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mereka akan menetap di salah satu kawasan perbatasan yang berada wilayah

Republik Indonesia atau PNG."®

Demikian, kawasan perbatasan kedua negara memiliki beragam
permasalahan, potensi, ancaman, gangguan, dan tantangan dari bidang
ekonomi, geografis, sosial budaya, dan masyarakat baik terjadi pada masa
kontemporer maupun masa yang akan datang. Sehingga diperlukan kerja
sama dan koordinasi semua pihak yang memiliki tugas, wewenang, dan
tanggung jawab terhadap kawasan perbatasan baik yang dilakukan dan

berasal dari Republik Indonesia maupun Papua New Guinea.

Kerjasama Lintas Batas Negara Republik Indonesia - Papua New
Guinea Melalui Joint Border Committee (JBC) di Kawasan Perbatasan

Merauke

Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan, di mana
memiliki luas lautan melebih daratannya dan diapit oleh dua Samudra dan
dua Benua, yakni “Samudra Pasifik dan Samudra Hindia” — “Benua Asia dan
Benua Australia”. Sehingga menjadikan Indonesia terletak pada posisi yang
strategis terhadap regional maupun global dalam geo-politik dan geo-
ekonomi. Hal ini pada satu sisi dapat mendatangkan manfaat dan peluang
yang besar, namun pada satu sisi lainnya dapat mendatangkan berbagai
gangguan, ancaman dan tantangan, salah satunya posisi Indonesia di silang

jalur pelayaran internasional.

6 1bid.,86.



Posisi silang jalur pelayaran internasional ini, menempatkan Indonesia
sebagai jalur pasokan energi dan pemenuhan komoditas industri baik bagi
negara bagian Utara dan negara Timur Tengah, seperti Taiwan, Cina, Jepang,
Korea Selatan dan Arab Saudi bahkan terdapat wilayah armada ketujuh
Amerika Serikat di Samudra Pasifik serta bagian selatan, Indonesia

bertetangga dengan negara Australia.”’

Posisi silang ini, tidak hanya mendatang potensi bagi Indonesia, tetapi
dapat menjadi sebuah ‘“ancaman” dari sisi politik, ekonomi, pertahanan
negara atau keamanan, sehingga menjadikan Indonesia berada pada posisi
peran krusial dan rentan terhadap berbagai permasalahan, seperti keamanan
nasional, keamanan manusia, penyelundupan barang dan terutama

permasalahan terkait tapal batas.

Salah satu permasalahan tapal batas atau perbatasan negara yang
berada di laut (perbatasan laut), dari tahun 2018 hingga tahun 2020 masih
terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa negara dalam
hal ini instansi formal maupun oknum tertentu suatu negara terhadap
perbatasan laut Indonesia baik yang dilakukan tidak sengaja maupun sengaja
dengan berulang kali terjadi, di mana penyelesaiannya dengan menggunakan
jalur diplomasi atau jalur damai, seperti kasus pelanggaran batas wilayah

yang dilakukan oleh Malaysia di Nunukan sehingga Kepala Staf Angkatan

" 1bid., 8.



Laut (KSAL) mengirimkan nota protes kepada pemerintah Malaysia atas

peristiwa pelanggaran tersebut.’®

Hal ini tidak terlepas dari belum adanya kesepakatan yang terjalin
terhadap beberapa segmen atau bagian laut mulai dari Batas Landas Kontinen
(BLK), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), hingga Laut Teritorial dengan
terdapat sekitar 183 titik patok negara yang merupakan koordinat geografis
garis-garis pangkal Kepulauan Indonesia yang tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002. Namun, titik patok
ini beberapa masih termasuk kedalam klaim sepihak atau ditetapkan secara
sepihak terkhususnya di lautan, tetapi berbeda dengan yang terdapat di

daratan di mana secara umum telah disepakati antarnegara perbatasan.

Segmen atau bagian perairan yang perlu diutamakan penanganannya
adalah bagian Batas Landas Kontinen (BLK) dan Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE). BLK menjadi segmen yang perlu diutamakan karena sering Kkali
memicu terjadinya sengketa batas laut antara negara yang diukur dan
ditetapkan berdasarkan garis dasar atau pangkal daratan paling jauh sekitar
200 mil laut, namun bila terdapat dua negara atau lebih yang memiliki area
lautan diatas landasan kontinen akan dilakukan penarikan batas negara sama

jauh dari garis dasar negara tersebut.

8 Ahmad Dzulvigor, “Malaysia 2 Kali Langgar Batas Wilayah di Nunukan, KSAL
Kirim Nota Protes.” diakses pada 16 April 2021,
https://regional.kompas.com/read/2020/08/11/15561471/malaysia-2-kali-langgar-batas-wilayah-di-
nunukan-ksal-kirim-nota-protes?page=all




Landas kontinen adalah suatu “area” atau kawasan dasar laut dan
tanah dibawahnya yang berada diluar wilayah negara atau daratan sebuah
negara dengan kedalaman sekitar 150 meter, di mana sering kali di kawasan
ini terdapat sumber daya alam didalamnya dan negara yang memiliki
kawasan ini menjadi negara yang dapat pertama kali mengeksplorasi dan
mengeksploitasi landas kontinen dan kandungan didalamnya. Sedangkan,
negara tetangga atau pihak diluar negara bersangkutan harus memiliki izin
atau persetujuan, jika ingin mengeksplorasi dan mengeksploitasi atau
memanfaatkan landas kontinen.”® Sebagaimana hal ini, tercantum dalam
hukum laut internasional dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1958 dan
Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS) terkait hak dan kepentingan
negara dengan landas kontinen, namun hak dan kepentingan antara negara
yang berbatasan sering kali tidak terhindarkan dari konflik atau sengketa
landas kontinen. Sehingga status penyelesaian BLK ini harus segera
diselesaikan antara semua negara berbatasan dalam hal ini negara yang

berbatasan dengan Indonesia.

Indonesia dan negara-negara tetangga secara garis besar memiliki
setidaknya sekitar 9 BLK, di mana status penyelesaian atas batas maritim
Indonesia ini sebagian besar telah diselesaikan secara baik. Namun, masih
terdapat beberapa BLK yang belum memiliki status penyelesaian dalam hal

penetapan dan penegasan antara negara, yaitu: 1). Selat Singapura dan Laut

8 1 Wayan Parthiana, “Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional,” (Bandung:
Universitas ~ Katolik ~ Parahyangan,  2005). Diakses pada 19  April 2021,
http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/969/Wayan_141097-
p.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Sulawesi batas Indonesia — Malaysia; 2). Laut Sulawesi batas Indonesia —
Filipina; 3). Samudra Pasifik batas Indonesia — Palau; 4). Selat Ombai, Selat
Leti dan Laut Timor batas Indonesia — Timor Leste; dan 5). Sebagian
Samudra Pasifik, Laut Timor dan Laut Arafuru batas Indonesia — Australia,
sebenarnya batas ini telah masuk pada status penyelesaian antara kedua

negara dan menunggu status ratifikasi.®

Dengan demikian, BLK menjadi salah satu bagian yang penting
terhadap hak, kepentingan dan kedaulatan suatu negara mengingat posisi
geografi antara negara berbatasan dengan Indonesia masing-masing memiliki
landas kontinen di mana terdapat kemungkinan terjadi saling tumpang tindih
antara dua negara atau lebih dan berpotensi sebagai akar atau penyebab
terjadi sengketa wilayah. Status penyelesaian BLK antara negara yang
bersangkutan menjadi sesuatu yang amat penting karena hal ini bukanlah
termasuk masalah yang sederhana, di mana penetapan dan penegasan garis
BLK sering kali memiliki perbedaan persepsi antara satu negara “dengan”
negara lainnya karena “masing-masing” negara memiliki situasi dan kondisi
geografi yang berbeda-beda yang menyangkut konfigurasi pantai dan landas

kontinen negara serta garis batas yang kompleks.8!

Permasalahan terkait BLK antara Indonesia dengan negara-negara
tetangga tidak hanya cukup sebatas itu, di mana hingga sekarang Zona

Ekonomi Ekslusif sebagian besar masih belum ditetapkan sehingga juga perlu

8 Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 32.
81 Parthiana, Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional.



diutamakan penanganannya guna menghindari dan meminimalisir terjadinya
konflik atau sengketa terutama yang berhadapan langsung dengan negara
tetangga terhadap wilayah perairan atau laut. Dengan belum terdapatnya
kesepakatan dan/atau melakukan ratifikasi antarnegara, hal ini berdampak
pada penegakan hukum oleh pihak terkait baik oleh pihak bea cukai, imigrasi,
karantina dan utamanya pihak keamananan dalam menindak pelaku
pelanggaran batas wilayah negara dan “berpotensi” menjadi sumber

pertentangan antara Indonesia dengan negara tetangga.®?

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) adalah segmen laut sejauh 200 mil dari
pulau yang paling luar dan arah laut terbuka yang diukur “ketika” air laut
sedang mengalami kondisi surut, di mana dalam zona ini beberapa kegiatan
diizinkan dan diakui secara hukum internasional, seperti kebebasan
pelayaran, pemasangan terhadap kabel atau pipa di bawah laut. Sedangkan,
berdasarkan hukum nasional Indonesia beberapa kegiatan diizikan, seperti
eksplorasi atau eksploitasi sumber daya laut, pemanfaatan air, arus laut, angin
guna pembangkit energi dan bila dilakukan oleh negara atau pihak asing
maka harus memiliki izin persetujuan baik dari hukum internasional maupun

hukum nasional yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan.

Sejauh ini, secara garis besar terdapat sekitar 8 Zona Ekonomi
Ekslusif yang belum selesai statusnya, yaitu: 1). Zona Ekonomi Ekslusif di
Laut Andaman antara Indonesia — India; 2). Zona Ekonomi Ekslusif di Selat

Malaka antara Indonesia — Thailand; 3). Zona Ekonomi Ekslusif di Selat
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Malaka, Laut Cina Selatan (Wilayah Timur Malaysia Barat dan Timur Pantai
Serawak) antara Indonesia — Malaysia; 4). Zona Ekonomi Ekslusif di Laut
Cina Selatan antara Indonesia — Vietnam; 5). Zona Ekonomi Ekslusif di
Samudra Pasifik antara Indonesia — Palau; 6). Zona Ekonomi Ekslusif di
Samudra Pasifik dan Laut Aru antara Indonesia — Papua New Guinea; 7).
Zona Ekonomi Ekslusif di Selat Ombai, Selatan Leti, dan Laut Timor antara
Indonesia—Timor Leste; dan 8). Zona Ekonomi Ekslusif di sebagian Samudra
Pasifik, Laut Timor dan Laut Arafuru antara Indonesia — Australia, khusus
zona ini telah memiliki status penetapan batas 100% dan menunggu proses

penegasan batas (ratifikasi) yang belum selesai.®

Kedua Segmen atau bagian laut ini, BLK dan ZEE secara garis besar
perlu diutamakan penanganannya karena berbagai sebab kemungkinan akan
terjadi jika tidak menemukan dan segera ditangani penetapan, penyelesaian
dan penegasan batas yang akan memicu konflik antara negara-negara
tetangga Indonesia, seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina,
India, Timor Leste, PNG, Palau dan Australia. Indonesia dan negara-negara
tersebut, telah melakukan beberapa langkah baik melalui perundingan,
perjanjian, kesepakatan maupun diplomasi antara dua negara atau lebih guna
melakukan penetapan, penyelesaian dan penegasan BLK dan ZEE atau salah
satunya yang berhasil diperoleh (tuntas 100%) karena kegiatan ini
membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama serta tahapan yang

panjang, sebagai berikut:

8 1bid., 33.



Pertama, Wilayah Landas Kontinen dan ZEE antara Indonesia dengan
India yang berada di Laut Andaman, di mana penetapan, penyelesaian dan
penegasan batas Zona Ekonomi Ekslusif belum disepakati. Sedangkan, BLK
telah disepakati secara tuntas dengan panjang garis sekitar 294,7 mil laut atau
sekitar 548,8 km dan melalui “perjanjian” antara kedua negara, yaitu:3* 1).
Persetujuan penetapan Garis BLK melalui Keputusan Presiden (Keppres)
nomor 15 tahun 1974, pada tanggal 8 Agustus 1974. Persetujuan antara
Indonesia dengan India ini, berisi penetapan garis BLK antara kedua negara
yang berada di daerah perairan Sumatera dan Nicobar Besar; 2). Persetujuan
perpanjangan Garis BLK di Laut Andaman dan Samudra Hindia melalui
Keppres nomor 26 tahun 1977, pada tanggal 14 Januari 1977; 3). Persetujuan
penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas tiga
negara di Laut Andaman antara Indonesia, India dan Thailand melalui
Keppres nomor 24 tahun 1978, pada tanggal 22 Juni 1978; dan 4). Perjanjian

Batas Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dan India belum diperoleh.®

Perjanjian Batas Zona Ekonomi Ekslusif antara Indonesia dan India
yang belum diperoleh ini secara tidak langsung akan memperlambat bahkan
mempersulit segala aktivitas lintas batas yang terjadi di area kedua negara,
sehingga upaya penegasan zona ini sangat diperlukan guna “mempermudah”

segala pergerakan lintas batas yang terjadi di area tersebut.

8 Ibid., 54.

8 Sihaloho, dkk, Penetapan Garis Batas ZEE Indonesia dan India Dalam Penegakan
Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Hukum Internasional dalam Journal of International Law, Vol
2, No 1 (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014), 2,
https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jil/article/view/6315.



Kedua, Wilayah Landas Kontinen dan ZEE antara Indonesia dengan
Thailand yang berada di Laut Andaman masih menjadi fokus penanganannya
oleh pemerintah Indonesia dengan titik koordinat, sebagai berikut: 1). Bagian
tenggara Teluk Benggala; 2). Bagian selatan Myanmar; dan 3). Bagian barat
Thailand, di mana ketiga bagian ini masih menjadi bagian dari Samudra
Hindia. Namun tidak hanya itu, di mana terdapat Selat Malaka bagian Utara
menjadi fokus penanganan oleh pemerintah karena berbatasan dengan negara
Thailand. Penentuan garis batas Zona Ekonomi Ekslusif antara kedua negara
masih dalam “proses” perundingan dan belum disepakati antara pihak yang

terkait.

Sedangkan, BLK antara keduanya telah diselesaikan secara tuntas
dengan panjang garis sekitar 190,6 mil laut atau sekitar 352,9 km dan melalui
beberapa perjanjian, yaitu: 1). Persetujuan penerapan Garis Batas Dasar
Landas Kontinen di Bagian Selat Malaka melalui Keppres nomor 20 Tahun
1972, pada tanggal 17 Desember 1971, di mana melibatkan pemerintah
Indonesia, Malaysia dan Thailand; 2). Persetujuan Penerapan Garis Batas
Dasar Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman
melalui Keppres nomor 21 Tahun 1972, pada tanggal 11 Maret 1972, di mana
melibatkan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand; 3). Persetujuan
Penerapan Garis Batas Dasar Laut di Laut Andaman melalui Keppres nomor
1 Tahun 1977, pada tanggal 11 Desember 1975, di mana melibatkan
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand; 4). Persetujuan penetapan

Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara



di Laut Andaman melalui Keppres nomor 24 tahun 1978, pada tanggal 22
Juni 1978, di mana melibatkan Pemerintah Indonesia, Pemerintah India, dan
Pemerintah Thailand; dan 5). Perjanjian Batas Zona Ekonomi Ekslusif antara
Indonesia dan Thailand belum diperoleh. Penegasan batas wilayah yang telah
disepakati di Laut Andaman dan Bagian Selat Malaka, sedangkan
pemeliharaan batas disepakati berdasarkan kondisi geografis perbatasan

dengan melalui hasil perundingan pada tahun 1972, 1977, 1978.%¢

Ketiga, Wilayah Landas Kontinen dan ZEE antara Indonesia dengan
Vietnam yang berada di Laut Cina Selatan yang berdekatan dengan
Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna, di mana BLK telah
selesal atau tuntas dengan panjang garis sekitar 251,03 mil laut atau sekitar
464,9 km, penyelesaian ini dilakukan sekitar 25 tahun terhitung sejak
pemerintahan baru Vietnam di mana dengan menghasilkan kesepakatan enam
titik koordinat melalui perundingan “Agreement Between the Government of
The Republic Indonesia and The Government of The Socialist Republic of
Vietnam Concerning The Delimitation of The Continental Shelf Boundary”.
Sedangkan, ZEE belum disepakati atau tuntas sehingga terjadi tumpang tindih

dan berpontensi memicu konflik pemanfaatan sumber daya laut.®’

Keempat, Wilayah “Landas Kontinen dan ZEE” antara Indonesia
dengan Malaysia yang berada di Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan Laut Cina

Selatan. Beberapa BLK telah disepakati antara dua atau tiga negara, yaitu

8 Tri Patmasari dkk, Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara
Tetangga (Bogor: Badan Informasi Geospasial, 2016). Diakses pada 7 Juni 2021,
http://semnas.big.go.id/index.php/SN/article/view/98.
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BLK di Laut Natuna bagian barat dan timur antara Indonesia — Malaysia dan
BLK di bagian utara Selat Malaka antara Indonesia — Malaysia — Thailand.
Namun, beberapa segmen juga belum disepakati terutama zona ekonomi
ekslusif karena adanya klain sepihak oleh Malaysia yang mengacu kepada
Peta 1979, sehingga sebagian zona ekonomi ekslusif milik Indonesia masuk
menjadi bagian dari “laut teritorial” Malaysia yang berada di Laut Sulawesi
dan permasalahan ini juga di terjadi di Selat Singapura karena letak suar

Horsburg.®

Kelima, Wilayah Landas Kontinen dan ZEE antara Indonesia dengan
Singapura yang berada di Selat Singapura yang terbagi menjadi “tiga bagian”,
yaitu barat, timur dan tengah. Pada bagian barat telah disepakati melalui
perundingan dengan menyepakati enam titik koordinat Batas Laut Teritorial
dan penetapan garis batas laut yang ada di wilayah antara keduanya pada sisi
barat Selat Singapura. Sedangkan, bagian timur belum disepakati yang
terletak di wilayah Batam — Changi dan sekitar Bintan — South Ledge karena
masih menunggu hasil negosiasi pasca keputusan International Court of
Justice antara Malaysia dan Singapura dan penyelesaian sengketa wilayah

antara kedua negara tersebut.®

Keenam, Wilayah Landas Kontinen dan ZEE antara Indonesia dengan

Filipina yang bertempat di Laut Sulawesi, di mana telah diperoleh

% |bid., 54

8 Akmaludin, Diplomasi Indonesia Terhadap Singapura Dalam Penetapan Garis Batas
Laut Di Bagian Timur Selat Singapura (Pekanbaru: Universitas Riau, 2016). Diakses pada 7 Juni
2021, https://media.neliti.com/media/publications/33058-1D-diplomasi-indonesia-terhadap-
singapura-dalam-penetapan-garis-batas-laut-di-bagia.pdf



kesepakatan antara keduanya dalam hal batas ZEE yang berada di Laut
Sulawesi dengan melakukan pembahasan dan penentuan batas bersama
sekitar 20 tahun lamanya, hal ini tidak terlepas dari perbedaan prinsip jarak
dari garis pangkal yang berlaku dan dianut sehingga menyulitkan terjadinya
negosiasi kedua negara tersebut. Sedangkan, BLK antara kedua negara yang

berada di wilayah yang sama belum disepakati.*

Ketujuh, Wilayah Landas Kontinen dan ZEE antara Indonesia dengan
Palau yang berada di Samudra Pasifik, di mana penetapan, penyelesaian dan
penegasan BLK dan zona ekonomi ekslusif belum disepakati. Hal ini tidak
terlepas dari belum terbentuknya hubungan diplomatik antara keduanya
karena jarak yang cukup jauh dan tidak ada interaksi pada “lintas batas”.
Namun demikian, seharusnya keduanya segera melaksanakan, menetapkan
dan menyelesaikan batas guna menghindari klaim sepihak atas sumber daya
yang terkandung didalamnya dan menghindari permasalahan sewaktu-waktu
atau di masa yang akan datang, salah satunya pemerintah Indonesia telah
mengambil  langkah  dengan  mengklaim garis tengah  dengan
mempertimbangkan titik pangkal antara keduanya dan tentunya hal ini masih
perlu ditingkatkan dengan melakukan konsolidasi rutin kedua negara

tersebut.!

 Guritno P,”Eksistensi Penetapan Batas Wilayah ZEE Indonesia dan Filipina

Kaitannya Dengan Pemberdayaan Sumber Daya Alam Hayati Maupun Non-Hayati Di Perairan
ZEE Di Wilayah Perairan Pulau Miangas,” Jurnal Skripsi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta (2017): 10, http://e-journal.uajy.ac.id/12133/1/JURNAL%20HK10462.pdf

%1 Indragiri Yani Wardhono, dkk, “Kajian Teknis Penetapan Batas Zona Ekonomi
Ekslusif (ZEE) antara Indonesia dan Palau di Samudera Pasifik,” Jurnal Chart Datum Vol. 1, No.
1, (2015): 47-56, http://jurnal.sttalhidros.ac.id/index.php/chartdatum/article/view/11



Kedelapan, Wilayah Landas Kontinen dan ZEE antara Indonesia
dengan Timor Leste yang berada di Selat Ombai, Selat Wetar dan Laut
Timor, di mana penetapan, penyelesaian dan penegasan BLK dan batas zona
ekonomi ekslusif belum disepakati karena masih menunggu tuntasnya
permasalahan batas darat antara keduanya yang mana masih pada tahap 97%,
jika hal ini telah tuntas maka negosiasi akan dilanjutkan ke batas maritim
keduanya dan hal ini berdasarkan prosedur hukum internasional di mana

batas maritim adalah kelanjutan dari batas darat.%

Kesembilan, Wilayah Landas Kontinen dan ZEE antara Indonesia
dengan Australia yang berada di setengah wilayah Samudra Pasifik, Laut
Timor, dan Laut Arafuru, di mana penetapan, penyelesaian dan penegasan
BLK dan batas zona ekonomi ekslusif telah diselesaikan secara tuntas dan
tinggal menunggu ratifikasi dengan melalui perjanjian antara kedua negara,
yaitu: 1). Perjanjian BLK di Laut Arafura dan Laut Timor melalui Keppres
nomor 42 Tahun 1971, pada tanggal 18 Mei 1971. Perjanjian antara
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia ini, berisi Penerapan
Batas-Batas Dasar Laut Tertentu; 2). Perjanjian batas “maritim” di sebelah
selatan Pulau Tanimbar, sebelah “selatan” Pulau Rote dan Pulau Timor
melalui Keppres nomor 66 Tahun 1972, pada tanggal tanggal 9 Oktober
1972. Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia
ini, berisi pengesahan penerapan Garis BLK keduanya; 3). “Perjanjian

penetapan” zona kerjasama di Laut Timor saat Timor Leste belum merdeka,

92 Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 65.



sekarang perjanjian ini tidak berlaku lagi; dan 4). Perjanjian badan air, zona
ekonomi ekslusif dan dasar laut, disepakati pada tanggal 14 Maret 1997,
tetapi belum berlaku secara resmi karena Indonesia belum melakukan

ratifikasi dalam peraturan nasionalnya.®

Kesepuluh, Wilayah Landas Kontinen dan ZEE antara Indonesia
dengan Papua Nugini yang berada di Samudra Pasifik dan Laut Arafuru, di
mana penetapan, penyelesaian dan penegasan terhadap batas Zona Ekonomi
Ekslusif belum disepakati oleh pihak terkait. Sedangkan, BLK telah
disepakati secara tuntas dengan melalui perundingan, yaitu: 1). Perjanjian
penetapan batas dasar laut dengan kesepakatan 15 titik koordinat melalui
Keppres nomor 42 Tahun 1971, pada tanggal 18 Mei 1971. Perjanjian antara
pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia yang dilaksanakan di
Canberra, di mana dalam perjanjian ini pemerintah Papua Nugini diwakilkan
oleh pemerintah Australia; 2). Perjanjian batas antara Indonesia dan Papua
Nugini dengan kesepakatan 17 titik koordinat yang “dilakukan” oleh
pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia dan melalui ratifikasi
Undang-Undang nomor 6 Tahun 1973, pada tanggal 12 Februari 1973; dan
3). Perjanjian batas maritim dan kerja sama dengan kesepakatan 4 titik
koordinat yang “dilakukan” oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah
PNG yang dilaksanakan di Jakarta dan melalui Keppres nomor 21 Tahun

1982, pada tanggal 13 Desember 1980.%* Penetapan, penyelesaian dan

% Ibid., 67.
% Patmasari, Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara
Tetangga.



penegasan BLK dan ZEE antara negara-negara diatas, tidak semua segmen
dapat disepakati dengan tuntas 100% dan hanya beberapa negara atau segmen
laut antara negara yang berhasil dicapai kesepakatan, mengingat banyaknya
perbedaan dan tantangan baik peraturan dan prinsip yang dianut, bentuk

geografi negara maupun klaim sepihak.

Hal ini menjadi permasalahan dan tantangan bagi Indonesia
mengingat luas wilayah Indonesia didominasi oleh lautan dengan diperoleh
kesepakatan menjadi sesuatu yang amat penting bagi kedaulatan atau
kepentingan nasional Indonesia. Sehingga tidak hanya kesepakatan batas laut
yang menjadi permasalahan dan diperlukan kesepakatan antara negara, tetapi
batas darat juga menjadi sesuatu yang penting dan memerlukan penetapan,
penyelesaian dan penegasan karena baik perbatasan laut maupun darat

merupakan satu kesatuan dan memiliki keterikatan bagi suatu negara.

Perbatasan darat antara Indonesia dengan negara tetangga memiliki
jumlah lebih sedikit, dibandingkan perbatasan laut pada pembahasan diatas.
Perbatasan darat ini, tidak kalah pentingnya dengan perbatasan laut yang
dimiliki oleh Indonesia dan bahkan perbatasan darat dapat dikatakan lebih
rawan akan ancaman, gangguan, dan tantangan karena berhadapan langsung
dengan suatu negara, sehingga diperlukan penetapan, penyelesaian dan
penegasan batas antara negara guna meminimalisir bahkan menghentikan
tindakan pelanggaran dan aktivitas merugikan negara, seperti permasalahan
keamanan nasional, keamanan manusia, penyelundupan barang dan terutama

permasalahan terkait tapal batas.



Wilayah daratan Republik Indonesia “berbatasan” langsung dengan
tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Timor Leste dan PNG, yang mana
tersebar di tiga Pulau, empat Provinsi dan 15 Kabupaten atau kota yang
masing-masing punya ciri khas atau “karakteristik” perbatasan yang berbeda
satu sama lain baik kondisi aktivitas lintas batas, kondisi pertahanan-
keamanan, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya dan kondisi sarana

prasarana, sebagai berikut:

Pertama, wilayah “perbatasan darat” antara Indonesia dengan
Malaysia yang berada di Pulau Kalimantan dengan panjang sekitar 2004
Kilometer yang mencakup 3 wilayah Kalimantan: 1). Kalimantan Barat,
wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak dengan bentang
perbatasan sekitar 966 Kilometer yang mencakup 14 Kecamatan di 5
Kabupaten; 2). Kalimantan Timur, wilayah ini berbatasan langsung dengan
wilayah Sabah dengan bentang perbatasan sekitar 48 Kilometer yang
mencakup 2 Kecamatan di 1 Kabupaten; dan 3). Kalimantan Utara, wilayah
ini berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia dengan bentang perbatasan
sekitar 990 Kilometer yang mencakup 17 Kecamatan di 2 Kabupaten,
singkatnya wilayah perbatasan ini mencakup 33 Kecamatan di 8 Kabupaten

yang berada 3 wilayah administrasi Kalimantan.®

Perbatasan darat antara kedua negara yang memiliki cakupan yang
cukup luas dan dengan bentang perbatasan yang cukup panjang ini, di mana

ditemukan cukup beragam permasalahan yang menyangkut aktivitas

% Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 109.



masyarakat dalam berbagai bidang terutama aktivitas ilegal yang dilakukan
masyarakat lintas batas walaupun juga terdapat aktivitas legal yang
diperbolehkan oleh kedua negara, sehingga dengan ini perlu adanya
koordinasi dan kerja sama antar birokrat yang ada di dalam negeri maupun

dengan pemerintah yang luar negeri.

Pertahanan dan keamanan menjadi salah satu aspek “penting” dalam
pengelolaan perbatasan, begitu juga dengan aspek sarana prasarana.
Perbatasan darat Indonesia dan Malaysia, dalam aspek pertahanan dan
keamanan dapat dikatakan cukup baik dibandingkan dengan kedua perbatasan
lainnya, di mana telah didirikan pos-pos keamanan oleh pihak keamanan di
sepanjang perbatasan meskipun dari sisi garis batas belum terpenuhi akan
jumlahnya mengingat adanya dugaan bahwa sering dan banyak terjadi
pelanggaran perbatasan dengan ditemukan sejumlah jalan setapak atau jalur
tikus di hutan-hutan yang dapat digunakan oleh pihak tertentu untuk
melakukan tindakan ilegal yang memiliki potensi menganggu keamanan dan
ketahanan negara, meskipun terdapat sejumlah agenda lain, seperti arus

barang, jasa dan orang ilegal baik dari dan ke Indonesia atau Malaysia.®®

Pelanggaran ini bila ditelusuri lebih jauh dapat ditemukan adanya
keterbatasan dalam sarana dan prasarana Investigation, Refixation, and
Maintenance (IRM) karena belum kuat keterlibatan masyarakat sebagai

bagian dari IRM, “sarana dan prasarana” di kawasan perbatasan ini telah

% Sonny Sudiar, “Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang
Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara,” Jurnal
Administrative Reform Vol. 3, No. 4, (2015): 489-500, http://e-
journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/587/537



terdapat sejumlah Pos Lintas Batas Tradisional dan Pos Lintas Batas
Internasional yang berfungsi sebagai gerbang arus keluar-masuk orang,
barang dan jasa yang “dilengkapi” dengan fasilitas Bea dan Cukai, Imigrasi,

Karantina dan Keamanan, terkhususnya Pos Lintas Batas Internasional.®’

Sedangakan, terkait prasarana berupa jalanan mengalami beberapa
kendala atau permasalahan karena keadaan serta akses belum memadai atau
terbatas, sehingga hal ini secara langsung menghambat mobilitas dan aktivitas
masyarakat perbatasan serta belum lagi terkait permasalahan jaringan listrik,
telekomunikasi, air bersih, pendidikan dan kesehatan yang masih cukup
minim.

Selain itu, terdapat juga dua aspek yang cukup penting dan menjadi
bagian dari kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia, yaitu aspek ekonomi
dan sosial budaya lintas batas. Aspek ekonomi lintas batas tidak bisa terlepas
dalam kehidupan masyarakat, begitu juga yang terjadi di kawasan perbatasan
ini. Kegiatan ini melibatkan dua negara yang berlangsung di lokasi-lokasi
prioritas yang memiliki tempat jual beli atau tempat bertransaksi layaknya
pasar pada umumnya, di mana kegiatan perdagangan ini dilakukan baik legal
maupun ilegal dengan intensitas yang terbatas dan beberapa komoditas yang
diperdagangkan terutama hasil pertanian, hasil hutan dan kebutuhan rumah

tangga.

Sedangkan, aspek sosial budaya lintas batas sama hal dengan aspek

ekonomi yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan masyarakat. Aspek ini

9 Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 77-78.



ditandai dengan hubungan persaudaraan yang terjalin antara suku Dayak dan
suku Melayu yang masih termasuk satu rumpun di kedua kawasan perbatasan
yang mana telah berlangsung sejak lama dan menjadi salah satu pendorong
mobilitas masyarakat lintas batas karena adanya kesamaan, ikatan sosial dan

emosional antara kedua suku beda negara tersebut.

Kedua, wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste
di Pulau Nusa Tenggara dengan panjang sekitar 263,8 Kilometer yang
mencakup wilayah Nusa Tenggara Timur terdiri dari 27 Kecamatan di 4
Kabupaten.®® Perbatasan darat antara kedua negara yang memiliki cakupan
yang cukup terbatas dan bentang perbatasan tidak begitu luas ini, di mana
ditemukan permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan perbatasan darat di

wilayah Indonesia lainnya.

Pertahanan dan keamanan menjadi salah satu aspek umum dan
penting terkait wilayah perbatasan, di mana memiliki kondisi relatif baik,
lengkap dan sering digunakan terutama yang terdapat di Kecamatan Tasifeto
Timur sebagai akses lintas batas meskipun masih sederhana ditengah marak
dan intensif terjadi kegiatan pelanggaran pelintas batas ilegal dengan berbagai
tujuan mulai dari mengunjungi keluarga, urusan keluarga dan adat, ekonomi
dan sebagainya. Kegiatan pelanggaran pelintas batas ilegal ini hampir setiap

hari terjadi, misalnya atas dasar tujuan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari

% lbid., 113



dengan terjadi penyelundupan dan perdagangan ilegal terhadap hasil ternak,

bahan bakar minyak, sembako dan perabotan rumah tangga.®®

Kegiatan pelanggaran pelintas batas ilegal ini, terjadi dilatar belakangi
oleh beberapa faktor utama yang menyangkut kondisi dan ketersediaan
sarana-prasarana Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan, terkait hal
ini terdapat permasalahan atau contoh kasus terhadap peralatan dan fasilitas
yang dimiliki oleh aparat keamanan baik Tentara Nasional Indonesia maupun
Polisi di lokasi prioritas Amfoang Timur yang berada di kawasan perbatasan
Nusa Tenggara Timur, meskipun dari sisi jumlah personil keamanan telah
memadai sekitar 45 TNI dan 15 Polisi yang terdiri dari tiga pos penjagaan
TNI Angkatan Darat, satu pos polisi perbatasan, dan satu pos pengamanan
perbatasan TNI Angkatan Laut, sehingga dengan hal ini perlu adanya
peningkatan terhadap peralatan dan fasilitas aparat keamanan serta tidak
hanya terkait keamanan saja, di mana terdapat juga satu pos bea cukai dan

imigrasi di kawasan perbatasan darat tersebut.!%

Meskipun dari sisi pertahanan dan keamanan perbatasan masih belum
memadai dalam mengatasi pelintas batas antara negara terutama dari negara
tetangga, tetapi satu sisi ini mendatangkan keunggulan serta manfaat besar
untuk rakyat Indonesia dengan adanya kegiatan perdagangan lintas batas

karena memiliki perbedaan harga kebutuhan pangan dan sandang yang cukup

% Chairil Nur Siregar, “Membangun Perilaku Masyarakat Atambua Melalui
Pemanfaatan Potensi Daerah dan Keamanan Perbatasan Republik Indonesia Dengan Republik
Demokratik Timor Leste,” Jurnal Sosioteknologi Vol. 13, No. 2, (2014): 147-159,
https://media.neliti.com/media/publications/41513-1D-membangun-perilaku-masyarakat-atambua-
melalui-pemanfaatan-potensi-daerah-dan-kea.pdf
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berbeda di mana harga di Timor Leste jauh lebih tinggi atau mahal, sehingga
mereka lebih memilih membeli barang-barang kebutuhan tersebut di pasar

perbatasan yang terletak di Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu negara tetangga yang penting bagi
keberlangsungan hidup masyarakat dan pemerintah negara Timor Leste
karena menjadi pemasok atau eksportir beberapa kebutuhan primer, sekunder
dan tersier, sehingga dengan hal ini perlu adanya regulasi yang jelas agar
kerja sama antar kedua negara terus terjalin dan meningkat dari waktu ke
waktu di mana dapat berpengaruh positif pada kualitas ekonomi masyarakat
perbatasan dan mengurangi perdagangan ilegal yang menguntungkan pihak

tertentu yang banyak terjadi di perbatasan kedua negara.

Hal ini didukung oleh masyarakat kedua negara yang sangat dekat
karena memiliki kesamaan dan hubungan sosial budaya dalam adat istiadat,
nilai dan norma hidup berkeluarga dan bermasyarakat, namun dipisahkan
oleh batas dan hukum negara, sebagaimana perbatasan-perbatasan darat yang
dimiliki Indonesia baik yang terdapat di Pulau Kalimantan maupun di Papua.
Kedua kelompok masyarakat berbeda negara, tetapi tergabung dalam satu
kesatuan yang berasal dari hubungan kesukuan atau etnis, yaitu suku Tetun,
suku Kemak, dan Suka Mara dan mereka disatukan oleh sebuah filosofi

kehidupan bermasyarakat yang sama.**

Selain itu, berlaku juga terhadap hubungan ekonomi dan perdagangan

yang sangat dekat dan erat antara kedua negara, terutama kawasan yang
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berbatasan langsung karena sebelumnya kedua wilayah ini menjadi satu
kesatuan, sehingga masyarakat sering melakukan interaksi dan mobilitas antar
desa dengan berbagai tujuan. Saat ini dengan diberlakukan batas-batas negara
sejak terpisahnya wilayah Nusa Tenggara dan Timor Leste, maka hubungan
antar kedua wilayah terbatas dan terdapat peraturan terkait mobilitas
masyarakat yang hendak melakukan lintas batas antara negara, di mana secara
tidak langsung jumlah masyarakat yang semula cukup banyak dan Kini
terbagi dua atau berkurang sehingga berpengaruh pada perhatian pemerintah
terhadap pengembangan sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan
beberapa faktor di antaranya, jumlah masyarakat, wilayah yang tidak
ekonomis dan lokasi yang jauh dari pusat pertumbuhan khususnya kawasan-
kawasan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan ditambah oleh
“permasalahan” terkait perjanjian perdagangan yang belum dapat
dilaksanakan karena belum terdapat pos lintas batas yang didirikan dan
dimiliki oleh pihak Timor Leste bagi masyarakatnya yang hendak melakukan
kegiatan lintas batas, minim pemahaman terkait kegiatan perdagangan lintas

batas dan infrastruktur penopang kegiatan perdagangan masih terbatas. %2

Ketiga, wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan Papua New
Guinea yang berada di Pulau Papua dengan panjang sekitar 820 Kilometer
yang mencakup Provinsi Papua yang terdiri dari 25 Kecamatan di 6
Kabupaten yang berada di 1 wilayah administrasi yang sama. Perbatasan

darat antara kedua negara memiliki cakupan yang cukup luas dengan bentang

102 1bid., 84 dan 109.



alam perbatasan didominasi pegunungan dan bukit, sehingga cukup sulit
diakses dengan sarana transportasi pada umumnya atau kendaraan roda dua
maupun roda empat dan hanya memungkinkan menggunakan pesawat kecil
(perintis) atau helikopter guna mencapai kawasan perbatasan khususnya

kawasan yang berada di tengah provinsi Papua.®®

Kondisi ini cukup mempengaruhi akan beragam permasalahan yang
berhubungan dengan aktivitas masyarakat terlebih khusus masyarakat Papua
dan dalam berbagai cakupan bidang terutama ekonomi dan kebutuhan sosial
dasar, sehingga dengan ini perlu adanya koordinasi dan kerja sama antar

pemerintah dalam negeri maupun dengan pemerintah luar negeri.***

Pertahanan dan keamanan menjadi salah satu “aspek penting” dalam
pengelolaan perbatasan, begitu juga dengan aspek sarana prasarana.
Perbatasan darat Indonesia dan Papua New Guinea, dalam aspek pertahanan
dan keamanan dapat dikatakan masih rendah atau minim dibandingkan

dengan perbatasan di Malaysia.

Meskipun telah didirikan pos-pos lintas batas oleh pihak keamanan di
beberapa titik perbatasan, tetapi dari sisi garis batas belum terpenuhi akan
jumlahnya mengingat adanya dugaan bahwa sering dan banyak terjadi
pelanggaran perbatasan dengan ditemukan sejumlah jalan setapak atau jalur

tikus yang sulit diketahui karena berada di tutupan lahan berupa hutan-hutan

103 1pbid., 115-118.
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yang dapat digunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan ilegal
yang memiliki potensi menganggu keamanan dan ketahanan negara, terutama
kasus pelanggar hukum yang melarikan diri baik dari dan ke wilayah Papua

maupun wilayah Papua New Guinea dan sejumlah agenda lain.

Pelanggaran ini bila ditelusuri lebih jauh dapat ditemukan adanya
keterbatasan dalam sarana prasarana yang kurang memadai dan jumlah aparat
keamanan yang cukup terbatas, terutama kawasan perbatasan yang tidak
berbatasan langsung atau lokasinya jauh dengan PNG. Sebaliknya kawasan
perbatasan yang berbatasan langsung cenderung cukup memadai baik dari sisi
sarana prasarana dan aparat keamanan, meskipun terkadang belum beroperasi
secara maksimal seperti yang terdapat distrik Muara Tami di Kota Jayapura

dan distrik Sota di Kabupaten Merauke.%®

Selain itu, terdapat juga beberapa aspek yang cukup penting dan
menjadi bagian dari kawasan perbatasan Indonesia dan PNG, vyaitu aspek
ekonomi, aspek sosial budaya lintas batas, dan aspek infrastruktur. Aspek
ekonomi lintas batas tidak bisa terlepas dalam kehidupan masyarakat, begitu

juga yang terjadi di kawasan perbatasan ini.

Kegiatan ini melibatkan dua negara yang berlangsung di lokasi-lokasi
prioritas yang berbatasan langsung karena masyarakat Papua New Guinea
cukup bergantung dengan barang-barang yang berasal dari Indonesia
terutama dalam kebutuhan pokok atau sembako, mengingat kawasan

perbatasan atau desa-desa yang berada di Papua New Guinea cukup jauh dari
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pusat perekonomian atau ibu kota negaranya, sehingga lokasi-lokasi prioritas
terutama yang telah terdapat pasar atau infrastruktur yang memadai menjadi
pilihan bagi mereka dan terkadang juga masyarakat baik Papua maupun
Papua New Guinea memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan sendiri atau

secara subsisten.%

Semestinya, sarana prasarana di kawasan perbatasan kedua negara
ditingkatkan dan dikelola dengan baik agar meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perbatasan dan juga dari sisi kegiatan perekonomian lintas batas
yang cenderung menguntungkan masyarakat Indonesia diperkuat dengan
regulasi dan kerja sama ekonomi sebagai upaya dalam peningkatan

pendapatan bagi Provinsi Papua maupun negara.

Sedangkan, aspek sosial budaya lintas batas ditandai dengan
hubungan persaudaraan yang terjalin antara suku-suku Papua dan Papua New
Guinea yang masih termasuk satu rumpun ditengah etnis yang beragam dari
utara sampai ke selatan Papua dan dipisahkan oleh garis khayal batas negara,
di mana ini menjadi salah satu pendorong mobilitas masyarakat lintas batas
karena adanya kesamaan, ikatan sosial dan emosional antara kelompok suku

beda negara tersebut.

Kelompok suku ini hanya dibedakan berdasarkan persebaran dan letak
geografi domisili, di mana berpengaruh pada jenis mata pencaharian, seperti

dataran pantai di bagian utara Papua memiliki mata pencaharian sebagai

106 Zacharias Hermes H. Wainggai (Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi BPPD
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nelayan dan aktivitas pendukung berupa berburu dan meramu sagu, dan
dataran tinggi di bagian pegunungan tengah memiliki mata pencaharian

sebagai petani perkebunan, berburu binatang dan meramu hasil hutan.%’

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap perbatasan yang
tersebar di 10 kawasan, baik di perbatasan darat maupun perbatasan laut
Indonesia dan negara-negara tetangga tentunya memerlukan sebuah kerja
sama baik itu dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya,
bidang keamanan dan bidang lainnya, di mana terkhususnya terkait bidang
keamanan yang berhubungan dengan pelanggaran batas negara baik
dilakukan oleh pelintas batas atau berasal dari klaim sepihak terhadap
wilayah perbatasan karena mengingat kegiatan ini dapat menjadi ancaman,
gangguan, dan tantangan bahkan konflik sengketa wilayah sewaktu-waktu
bila diabaikan atau minimnya pengelolaan dan pengawasan oleh pihak atau
aparat terkait yang memiliki tugas dan wewenang terhadap perbatasan antar
negara dan belum lagi terkait kondisi dan keadaan perbatasan yang berbeda-
beda yang dipengaruhi oleh letak geografis, ekonomi dan sosial budaya
setempat, salah satunya kawasan perbatasan yang terdapat di Kabupaten

Merauke melalui Joint Border Committee Republik Indonesia — PNG.

Joint Border Committee merupakan komite perbatasan yang terdiri
dari sekelompok instansi pemerintahan suatu negara yang memiliki tugas dan

wewenang terkait penanganan perbatasan antara negara yang dibentuk

07 Kal Muller. “Indonesian New Guinea West Papua/Irian Jaya..” Singapore: Periplus
Edition, 2001. Diakses pada 10 Juni 2021, https://id1lib.org/book/2220401/e5cfae



melalui kesepakatan antara kedua negara yang berawal karena penanganan
perbatasan antar negara yang masih bersifat parisal dan ad hoc, di mana dari
10 perbatasan yang dimiliki oleh Indonesia, saat ini hanya terdapat empat
komite perbatasan yang termasuk kedalam forum khusus dalam melakukan
penanganan perbatasan bersama karena berbatasan secara dekat atau berada
di daratan, yaitu Indonesia — Malaysia, Indonesia — Timor Leste, Indonesia —
Filipina, dan Indonesia — Papua New Guinea.!®® Sedangkan, 6 perbatasan
negara yang lainnya tidak dilakukan dalam forum khusus, tetapi dalam
pertemuan antar negara yang bersifat bilateral, yaitu Indonesia — India,
Indonesia — Singapura, Indonesia — Thailand, Indonesia — Vietnam, Indonesia

— Palau, dan Indonesia — Australia.'®®

Komite-komite perbatasan antarnegara atau kelembagaan ini
dilakukan secara ad hoc dan terdapat beberapa bentuk masing-masing dalam
menangani permasalahan mengenai pengelolaan dan penyelesaian perbatasan
darat secara garis besar salah satunya, melalui: 1). General Border Committee
(GBC) yang dikoordinasikan atau diatur dan dipimpin oleh Kementerian
Pertahanan; 2) Joint Commission Meeting (JCM) yang dikoordinasikan atau
diatur dan dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri; dan 3) Sub Komisi
Teknis Survei dan Demarkasi yang dikoordinasikan atau diatur dan dipimpin
olen Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, terdapat kelembagaan dalam

bentuk kelompok kerja bersama untuk penanganan masalah perbatasan yang

108 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kebijakan dan Strategi Umum
Pengelolaan Kawasan Perbatasan: Keputusan Presiden no 89. Tahun 1969 tentang persetujuan
batas landas kotinen RI dengan Malaysia, hal. 36.
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rumit atau terkait sektor tertentu dengan melalui kelembagaan batas negara,°

yaitu:

1). Indonesia — Malaysia, perbatasan darat antar keduanya
dilaksanakan oleh tiga lembaga yang dikoordinasikan melalui kementerian
yang berbeda-beda, yaitu Kementerian Pertahanan menangani General
Border Committee (GBC), Kementerian Luar Negeri menangani Joint
Commission Meeting (JCM), dan Kementerian Dalam Negeri menangani Sub
Komisi Teknis Survei dan Demarkasi, serta kelompok kerja bersama antara

kedua negara (Joint Working Group);

2). Indonesia — Timor Leste, perbatasan darat antar keduanya
dilaksanakan oleh dua lembaga yang dikoordinasikan melalui kementerian
yang berbeda-beda, yaitu Kementerian Dalam Negeri menangani Joint
Border Committee, dan Kementerian Pertahanan dan Badan Koordinasi
Survei dan Pemetaan Nasional menangani Sub Komisi Teknis Demarkasi dan

Regulasi Batas antar kedua negara; dan

3). Indonesia — Papua New Guinea, perbatasan darat antar keduanya
dilaksanakan oleh dua lembaga yang dikoordinasikan melalui kementerian
yang berbeda-beda, yaitu Kementerian Dalam Negeri menangani Joint
Border Committee dan Kementerian Pertahanan menangani Sub Komisi

Teknis Survei Penegasan dan Penetapan Batas antar kedua negara;

110 Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 138.



Joint Border Committee Indonesia — Papua New Guinea merupakan
kerja sama lintas batas negara yang telah dibentuk sejak tahun 1985, di mana
dalam bentuk komite bilateral yang berasal dari beberapa instansi
pemerintahan suatu negara dan komite Indonesia dikoordinasikan oleh
Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai
permasalahan mulai dari sengketa kawasan perbatasan, pelanggaran pelintas
batas, ekonomi lintas batas negara, bea cukai, imigrasi, karantina dan

keamanan perbatasan serta terkait kerja sama kedua negara.!!

Hubungan perbatasan kedua negara telah berlangsung cukup lama dan
terjalin baik dengan telah disepakati batas-batas wilayah darat maupun laut
mengingat antara keduanya saling berdekatan secara wilayah dan terdapat
kesamaan etnis atau sosial budaya masyarakat setempat, walaupun demikian
masih terdapat berbagai permasalahan sehingga kedua negara secara rutin
melakukan pertemuan sekali atau lebih dari sekali dalam setahun pada akhir
tahun atau sewaktu-waktu ketika diperlukan penyelenggaraan pertemuan
guna membahas dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan

tersebut.

Komite perbatasan bersama atau Joint Border Committee (JBC),
sepanjang tahun 2018 — 2020, telah melakukan pertemuan setiap tahun yang
diselenggarakan pada akhir tahun atau sewaktu-waktu ketika diperlukan baik

dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia maupun Papua New Guinea

111 Melyana R. Pugu dan Yanyan M. Yani, “Perbatasan Papua — Papua Nugini: Dengan
atau Tanpa Pandemi Covid-19 ,” Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. 10, No. 2, (2020): 18-
24, https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/3988



dengan mengirimkan perwakilan negara atau delegasi yang terdiri dari
Menteri Dalam Negeri selaku ketua delegasi, Gubernur Provinsi yang
bersangkutan dan instansi terkait dengan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan
Keamanan, serta pihak-pihak yang berkepentingan, di mana pada tahun 2018
dan tahun 2019 telah diselenggarakan sidang pertemuan ke-34 dan ke-35
yang terselenggara sejak sidang pertemuan ke-1 sebagai pembentukan awal
komite perbatasan bersama atau Joint Border Committee Indonesia — Papua

New Guinea pada tahun 1985.112

Pada sidang pertemuan ke-34, diselenggarakan di Bali pada 19 April
2018. Sidang pertemuan ini, diselenggarakan secara back to back yang
dihadiri oleh Kevin Isifu selaku Menteri Dalam Negeri dan ketua delegasi
Pemerintah Papua New guinea, Tony Wawau selaku Gubernur Provinsi West
Sepik, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
pemimpin sidang dan para anggota delegasi dari kedua negara, di mana pada
sidang pertemuan ini terjadi penandatanganan MoU tentang kerja sama
karantina hewan dan tumbuhan bagi kedua negara serta pembahasan dalam
meningkatkan hubungan kerja sama di kawasan perbatasan yang mencakup
kerja sama ekonomi, kegiatan ekspor-impor, dan interaksi masyarakat kedua
negara sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan

kedua negara tersebut.

112 1pid.

113 Tjahjo Kumolo, “Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pada
Pembukaan Persidangan Joint Border Committee (JBC) RI-PNG Ke-34,” Kementerian Dalam
Negeri  Republik Indonesia, April 19, 2018, diakses pada 14 Juni 2021,



Selain itu, Pemerintah Indonesia yang akan melaksanakan beberapa
kegiatan besar dan penting dengan skala nasional maupun regional yang
terdiri dari Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dan nasional, Asian
Games, dan Pemilihan Kepala Negara serta Pemilihan Wakil Rakyat secara
serentak dan nasional pada hari yang sama, sehingga Pemerintah Indonesia
berharap dan meminta agar Pemerintah PNG dapat turut membantu dalam
menjaga stabilitas keamanan di kawasan perbatasan karena dikhawatirkan
akan terjadi peningkatan keadaan politik dan ancaman Kketertiban dan

keamanan saat berlangsung dan setelah kegiatan-kegiatan besar tersebut.

Sidang pertemuan ke-34 ini tidak hanya berakhir pada 19 April 2018
di Bali, tetapi dilanjutkan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di
Jakarta pada 19 Juli 2018 selang tiga bulan sejak sidang pertemuan ke-34,
namun dalam bentuk pertemuan bilateral. Pertemuan bilateral ini
menyepakati dua perjanjian antara Indonesia dan Papua New Guinea, di mana
Indonesia diwakilkan oleh Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri
Indonesia dan Papua New Guinea diwakilkan olen Rimbink Pato selaku
Menteri Luar Negeri Papua New Guinea dengan kesepakatan melakukan
penguatan manajemen perbatasan dan kapasitas dalam bidang ekonomi dan

keamanan.

Penguatan manajemen perbatasan dilakukan guna menjamin mobilitas

masyarakat perbatasan dan barang serta meminalisir bahkan melawan tindak

http://docplayer.info/138773073-Sambutan-menteri-dalam-negeri-republik-indonesia-pada-
pembukaan-persidangan-joint-border-committee-jbc-ri-png-ke-34.html



kejahatan lintas negara dan penguatan kapasitas bidang ekonomi dan
keamanan guna memberdayakan perekonomian masyarakat perbatasan yang
akan berpengaruh pada peningkatan hubungan masyarakat kedua negara,
terkhususnya di kawasan perbatasan Skouw dan Wutung yang berada di Kota
Jayapura — Papua New Guinea. Dalam pertemuan bilateral ini, Menteri Luar
Negeri Indonesia menegaskan bahwa kedua negara telah menyelesaikan
penetapan dan penegasan wilayah masing-masing, di mana antara keduanya
tidak memiliki masalah atau sengketa perbatasan dan sekarang lebih

memfokuskan pada kerja sama pengembangan kawasan perbatasan.!*

Pada sidang pertemuan ke-35, diselenggarakan di Lae International
Hotel, Papua New Guinea, pada 11-12 Desember 2019. Sidang pertemuan ini,
diselenggarakan secara bersamaan dengan “Border Liaison Meeting dan Joint
Border Committee” yang dihadiri oleh kedua delegasi negara dan dari
Pemerintah Indonesia terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian
Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Kedutaan Besar
Republik Indonesia di Papua New Guinea, Konsulat Jenderal Indonesia di
Vanimo, Pemerintah Provinsi Papua, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Badan
Karantina Pertanian, Kepala Balai Karantina Pertanian Jayapura, Kepala

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kepala Subbidang Hewan Impor,

114 Rizki A. Hasan, “Ini 2 Kesepakatan Anyar Antara Indonesia dan Papua Nugini,”
Liputané, Juli 19, 2018, diakses pada 13 Juni 2021,
https://www.liputan6.com/global/read/3594457/ini-2-kesepakatan-anyar-antara-indonesia-dan-
papua-nugini



Kementerian Pertanian, Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Hewani, serta

pihak-pihak yang berkepentingan.*®

Pada sidang pertemuan ini, berhasil diperoleh dua kesepakatan dengan
penandatangana MoU Densifikasi atau Perapatan Pilar Batas sebagai bentuk
pengesahan penanaman 55 pilar batas tambahan di perbatasan Republik
Indonesia — Papua New Guinea pada tahun 2015-2019 dan penandatanganan
Deklarasi hasil pengukuran 52 pilar Monumen Meridian (MM) dengan

menggunakan World Geodetic System 198416

Selain itu, Pemerintah Indonesia dalam sidang pertemuan ini
memberikan informasi kepada pemerintah Papua New Guinea terkait rencana
pembangunan dua PLBN tambahan yang akan dibangun di dua Kabupaten,
yaitu Kabupaten Merauke di Kampung Sota-Distrik Sota dan Kabupaten
Boven Digoel di Kampung Yetetkun-Distrik Ninanti, hal ini dilakukan
dengan harapan agar pemerintah Papua New Guinea dapat mendirikan PLBN

di Kampung Weam dan Kampung Ambaga mengikuti langkah Indonesia.

JBC Republik Indonesia — Papua New Guinea yang telah
diselenggarakan pada sidang ke-34 dan ke 35 di tahun 2018 dan 2019,
menghasilkan beberapa kesepakatan salah satunya terkait pembangunan dua

PLBN tambahan yang berada di Kampung Sota-Distrik Sota, Kabupaten

115 «“Border Liaison Meeting (BLM) RI-PNG dan Joint Border Committee (JBC) RI-
PNG,” Kementerian Pertanian Balai Karantina Pertanian Kelas | Jayapura, diakses pada 15 Juni
2021, http://jayapura.karantina.pertanian.go.id/post/border-liaison-meeting-blm-ri-png-dan-joint-
border-committee-jbc-ri-png

116 Humas Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, “ Ini Isi Kesepakatan Joint Border
Committee ke-35 Indonesia-Papua New Guinea,” Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, diakses
pada 15 Juni 2021, https://www.bnpp.go.id/ini-isi-kesepakatan-joint-border-committee-ke-35-
indonesia-papua-new-guinea



Merauke. Kabupaten Merauke menjadi salah satu wilayah yang berada di
Provinsi Papua yang terletak di Selatan Papua dan berbatasan darat secara
langsung dengan negara PNG di bagian Timur dan berbatasan laut dengan

negara Australia dibagian Selatan.

Wilayah ini memiliki kekayaan akan sumber daya alam yang
melimpah dan menjadi salah satu daerah yang unggul dalam bidang
pertanian, sehingga Merauke dijadikan sebagai bagian dari lumbung pangan
nasional karena potensi pertanian dalam hal ini padi yang melimpah dan
lahan pertanian yang terbentang luas, di mana menjadi potensi bagi
pemenuhan pangan khususnya bagi daerah-daerah di Papua dan sekitar

bahkan beberapa kali telah diekspor ke negara tetangga.*t’

Kabupaten Merauke tidak hanya memiliki potensi padi yang
melimpah, tetapi juga memiliki potensi dalam bidang perkebunan Kkaret,
kelapa, kelapa sawit, lada, jambu mete, pinang, kapuk randu, kemiri, tebu,
vanili, jahe, dan sagu. Komoditas perkebunan ini tersebar di 20 distrik atau
kecamatan dengan 10 lokasi prioritas (lokpri) yang berbatasan dengan Papua
New Guinea, yaitu lokpri Kimaam, lokpri Tabonji, lokpri Waan, lokpri
Okaba, lokpri Merauke, lokpri Naukenjerai, lokpri Semangga, distrik

llwayab, distrik Tubang, distrik Ngguti, distrik Kaptel, distrik Kurik, distrik

117 Made Oka A. Manikmas, “Merauke Integrated Rice Estate (MIRE): Kebangkitan
Ketahanan dan Kemandirian Pangan Dari Ufuk Timur Indonesia,” Jurnal Analisis Kebijakan
Pertanian, Vol. 8 No. 4 (2010): 323-338,
http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4238/3578



Animha, distrik Malind, distrik Tanah Miring, distrik Jagebob, lokpri Sota,

distrik Muting, lokpri Elikobel, dan lokpri Ulilin.*8

Namun, potensi sumber daya alam dan hasil pertanian dan perkebunan
ini dapat dikatakan belum mendapatkan pengelolaan secara maksimal
dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti pembangunan, ekonomi,
infrastruktur sarana prasarana, kondisi geografis, kapasitas dan kualitas

sumber daya manusia yang masih minim dan belum merata.**°

Selain itu, terdapat ancaman, gangguan dan tantangan bagi pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah terhadap kawasan perbatasan Merauke
terutama lokasi-lokasi prioritas yang secara letak dan administrasi dekat
dengan kawasan perbatasan negara Papua New Guinea, salah satunya
kampung Sota yang termasuk sebagai lokasi prioritas perbatasan dan kawasan
yang penting bagi Indonesia, di mana dengan pembangunan PLBN Sota
menjadi salah satu kontribusi nyata kerja sama lintas batas negara melalui

JBC Indonesia — Papua New Guinea terhadap kawasan perbatasan Merauke.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota menjadi salah satu kawasan
yang sering kali dilewati oleh masyarakat kedua negara dalam berbagai
tujuan dan dapat menjadi sumber ancaman maupun tantangan, salah satunya
ketika terjadi pelanggaran pelintas batas negara. Ancaman maupun tantangan

ini umumnya berasal dari interaksi masyarakat kedua negara di perbatasan

118 Zacharias Hermes H. Wainggai (Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi BPPD
Kabupaten Merauke), wawancara oleh peneliti, 7 September 2020.

119 Arnoldus Rudolf (Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan BPPD Kabupaten
Merauke), wawancara oleh peneliti, 25 November 2020.



atau lokasi-lokasi prioritas baik terkait pelintas batas tradisional maupun
kebiasaan yang umumnya berasal dari masyarakat lokal setempat atau desa-
desa disekitar perbatasan dan terkadang berasal dari masyarakat diluar
kampung Sota dan sekitarnya, di mana mereka sering kali tidak mengetahui
terdapat batas-batas tertentu yang tidak diperbolehkan melintas karena
merupakan bagian dari negara tetangga baik Indonesia atau Papua New
Guinea dan bahkan beberapa terjadi karena perubahan atau pergeseran letak
patok batas negara yang telah melalui penetapan dan penegasan, di mana
disebabkan oleh perubahan geografis terutama terjadi pada tugu perapatan
yang memiliki ukuran kecil dibandingkan dengan tugu utama yang memiliki

ukuran cukup besar.

Masyarakat perbatasan yang ingin melakukan kegiatan lintas batas
negara dengan berbagai tujuan harus melakukan pendataan dengan
menunjukkan kartu identitas dan surat izin melintasi perbatasan ketika
memasuki wilayah suatu negara, tetapi beberapa kali ditemukan pelanggar
lintas batas yang dengan senjaga melintas ke negara tetangga yang diduga dan
bahkan kedapatan melakukan penyelundupan dan transaksi jual-beli
komoditas tertentu yang umumnya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia
yang melakukan pelanggaran perbatasan dengan menangkap atau membeli

komoditas laut Papua New Guinea.'?

120 Zacharias Hermes H. Wainggai (Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi BPPD
Kabupaten Merauke), wawancara oleh peneliti,15 September 2020.



Interaksi ekonomi lintas batas yang termasuk ilegal ini, tentu dapat
menjadi ancaman dan terlebih jika terjadi penyelundupan barang-barang
ilegal yang membahayakan bagi keamanan daerah maupun nasional, seperti
narkoba dan senjata. Meskipun pada umumnya, kasus pelanggaran hanya
berupa penyelundupan atau jual-beli kebutuhan pangan, penunjang hidup dan
komoditas atau hasil laut khususnya yang terdapat di wilayah laut Papua New
Guinea yang langka dan memiliki nilai jual yang tinggi karena dapat menjadi

komoditas ekspor.

Selain bentuk pelanggaran berupa ancaman dan tantangan terkait
tindakan ilegal diatas, terdapat juga kasus berupa pergeseran dan perubahan
letak patok batas negara yang dapat termasuk sebagai ancaman karena dapat
menimbulkan konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan perbedaan
pendapat walaupun Kkejadian ini jarang terjadi, dibandingkan dengan

pelanggaran pelintas batas yang dilakukan oleh warga kedua negara.

Namun, hal ini tetap dapat menjadi pemicu konflik skala kecil hingga
besar di kawasan perbatasan darat yang terdapat di beberapa negara termasuk
Indonesia sewaktu-waktu, sehingga diperlukan penanganan khusus dalam
mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan
mempertanggung jawabkan batas negara salah satunya melalui kesepakatan
yang telah dicapai dan ditandatangani dalam Joint Border Committee
Republik Indonesia — Papua New Guinea di tahun 2019, yaitu Memorandum

of Understanding Densifikasi atau Perapatan Pilar Batas dan



penandatanganan Deklarasi hasil pengukuran 52 pilar Monumen Meridian

(MM).lZl

Demikian, hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Kabupaten
Merauke selaku Pemerintah  Daerah  terhadap kawasan-kawasan
perbatasannya dan BPPD selaku unsur pelaksana Urusan Pemerintah yang
menjadi kewenangan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam
memimpin,  mengatur,  merumuskan, membina,  mengendalikan,
mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis serta
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Pembantuan di Bidang Pengelola Perbatasan Dagerah .22

Selain itu, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) merupakan
bagian dari Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
(BPPKLN) Provinsi Papua yang memiliki peran besar terhadap koordinasi
dengan Pemerintah Pusat yang terdiri dari Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri
dan berbagai instansi terkait Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan
dalam menyelenggarakan Joint Border Committee Indonesia — Papua New

Guinea dalam sidang pertemuan ke-34 di tahun 2018, sidang pertemuan ke-

121 Humas Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, “ Ini Isi Kesepakatan Joint Border
Committee ke-35 Indonesia-Papua New Guinea,” Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, diakses
pada 15 Juni 2021, https://www.bnpp.go.id/ini-isi-kesepakatan-joint-border-committee-ke-35-
indonesia-papua-new-guinea

122 Dokumen Salinan Peraturan Bupati Merauke Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Tugas,
Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Merauke, (Merauke:
Sekretaris Kabupaten Merauke, 2019), hal. 5



35 di tahun 2019 dan sidang pertemuan ke-35 di tahun 2020 yang ditiadakan

karena Pandemi Covid-19.1%3

D. Kepentingan Indonesia Melalui Joint Border Committee (JBC) di

Kawasan Perbatasan Merauke Pada Tahun 2018 — 2020

Berdasarkan paparan peneliti melalui penyajian data, konsep, dan teori
pada bab dan sub-bab sebelumnya, peneliti berargumen bahwa terdapat
kepentingan Indonesia dalam setiap kerja sama lintas batas negara dengan
negara-negara tetangga yang berbatasan secara langsung maupun tidak
langsung terhadap kawasan-kawasan perbatasan baik darat maupun laut, di
mana secara garis besar terdapat tingkatan kerja sama baik perjanjian dasar
maupun implementasi bersama antarnegara dalam menangani permasalahan
mengenai pengelolaan dan penyelesaian perbatasan melalui forum atau
organisasi, yaitu Bilateral Meeting, Joint Ministerial Commission, Joint
Border Committee, dan Senior Officials Meeting Joint Ministerial
Commission.'?* Setiap forum kerja sama lintas batas ini memiliki fokus
masing-masing terhadap permasalahan yang ditemukan pada perbatasan
kedua negara dan saling berkesinambungan antar forum, salah satunya
perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea terkhususnya pada

kawasan perbatasan Merauke.

123 Rekianus D. Samkakai (Sekretaris BPPD Kabupaten Merauke), wawancara oleh
peneliti, 1 September 2020

124 Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Joint Border Committee (JBC) Untuk
Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia — Timor Leste,”Jurnal Yuridis Hukum
UPN Veteran Jakarta, Vol. 5 No. 1 (2018): 43-66,
https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Y uridis/article/view/316/252



Perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea menjadi salah
satu perbatasan yang saling bergantung dan saling bersimbiosis yang
dilakukan baik oleh masyarakat perbatasan maupun pemerintah negara, di
mana terkait masyarakat perbatasan kedua negara telah menjalin hubungan
ekonomi lintas batas maupun sosial budaya sejak lama bahkan sebelum era
kolonial dengan bukti terdapat kepemilikan tanah hak ulayat yang terbagi dua
dengan status kepemilikan masyarakat berbeda kewarganegaraan baik
terdapat di wilayah Republik Indonesia maupun Papua New Guinea serta
kesamaan rumpun dan sosial budaya yang erat terutama di kawasan
perbatasan Skouw — Wutung dan kawasan perbatasan Sota — Weam.'?®
Sedangkan, pemerintah kedua negara secara resmi menjalin hubungan
bilateral sejak kemerdekaan Papua New Guinea dari Australia dan bahkan
pada masa pemerintah Australia atas wilayah Papua New Guinea di tahun
1960-an kedua negara telah menjalin hubungan bilateral terutama terkait
masalah perbatasan antara kedua negara dalam penetapan dan penegasan
batas negara.!?®

Menurut Morgenthau kepentingan nasional adalah standar abadi
terhadap tindakan politik yang harus dipertimbangkan dan diarahkan terhadap
kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain baik dalam bentuk
kerja sama maupun dalam bentuk tindakan kekerasan sebagai bentuk politik

luar negeri dari suatu negara, di mana dalam pembentukan kebijakan ini

125 Tjahjo Kumolo, Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, 119.

126 Sri Mulyani, “Perjanjian Bilateral Antara Pemerintah RI-Papua Nugini Tentang
Pengaturan Lintas Batas Antar Negara Suatu Tinjauan Hukum Internasional” (Skripsi.,
Universitas Airlangga, 1989).



pemerintan melalui berbagai lembaga atau instansi nasional saling
berkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap proses berupa perumusan dan
pengimplementasian untuk mencapai kepentingan nasional.*?”

Pembuat kebijakan ini, sejatinya harus mampu menilai kebutuhan dan
kepentingan negara dan dengan seksama menilai kebutuhan dan kepentingan
negara lain guna tercipta keseimbangan dan menciptakan kerja sama baik
bilateral maupun multilateral yang saling mendukung dan menguntungkan
karena politik internasional merupakan tempat perebutan kekuasaan antar
negara, salah satunya guna melindungi dan mempertahankan keutuhan dan
kedaulatan negara-bangsa.'?®

Keutuhan dan kedaulatan negara-bangsa menjadi salah satu bagian
penting bagi pemerintah melalui Joint Border Committee (JBC) Republik
Indonesia — Papua New Guinea mengingat terdapat kelompok separatis
bersenjata atau OPM yang menjadi ancaman dan gangguan nyata terhadap
kedua negara, di mana organisasi ini sering kali memanfaatkan kawasan
perbatasan yang masih berupa hutan dan kampung-kampung kecil khususnya
di kawasan perbatasan Papua New Guinea ketika menghindar atau melarikan
diri dari pengejaran yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia,
sehingga dapat memicu konflik skala kecil antar suku pemilik tanah adat, di

mana biasanya akan dibahas pada pertemuan antar Indonesia — Papua New

127 Hans J. Morgenthau, “Politics Among Nations: Struggle for power and peace,”
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Guinea maupun pertemuan antar Provinsi Papua dengan Provinsi-provinsi
Papua New Guinea mengenai kelompok separatis tersebut.'?

Organisasi Papua Merdeka yang menjadi ancaman dan gangguan
nyata terhadap pemerintah Republik Indonesia maupun Papua New Guinea
yang masih dapat dilihat dan dapat dikendalikan oleh aparat keamanan.
Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan kedaulatan negara ini hampir
terjadi atau terdapat diseluruh wilayah Papua khususnya kawasan perbatasan
atau daerah tertinggal, tetapi terkait kawasan perbatasan yang terdapat di
Kabupaten Merauke tidak ditemukan atau kurang dibanding kawasan
perbatasan lain terkait permasalahan Organisasi Papua Merdeka tersebut.'*
Namun, tingkat kesenjangan sosial yang cukup tinggi di daerah-daerah Papua
salah satunya kawasan perbatasan dengan masih cukup minim sarana
prasarana dan pembangunan dapat turut memicu semakin suburnya kelompok
separatis ketika terdapat masyarakat yang bergabung karena kesenjangan dan
kecemburuan sosial.3

Pemerintah Indonesia demi mencegah semakin suburnya kelompok
separatis karena kesenjangan dan kecemburuan sosial dengan melalui
kebijakan politik dan ekonomi nasional, pemerintah mengubah pendekatan

politik militer ke pendekatan politik konteks dalam negeri dan pendekatan

129 5 Arifin, Hukum Perbatasan Darat Antarnegara (Jakarta Timur: Sinar Grafika,
2014), 13-14
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https://www.researchgate.net/publication/337837825_KESENJANGAN_SOSIAL_MENYEBAB
KAN_MASYARAKAT_PAPUA_INGIN_MEMISAHKAN_DIRI_DARI_NKRI



negosiasi yang bersifat anti kekerasan dan terhormat dengan memberikan
hak-hak politik terhadap orang asli Papua atau otonomi khusus Papua
mengingat Provinsi Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia yang
memiliki pengaruh cukup besar bagi negara.

Kondisi perpolitikan Papua dapat dikatakan kurang stabil karena
terdapat berbagai isu terkait diskriminasi dan ketidakadilan terhadap orang
asli Papua yang berujung pada konflik dan aspirasi akan kemerdekaan, di
mana rentetan peristiwa nyata hingga kini masih dapat ditemukan baik
berdasarkan sejarah maupun berita terkini, seperti peristiwa masa lalu ketika
pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan militer terhadap orang dan
tanah Papua sehingga pemerintah Indonesia mendapatkan desakan dalam dan
luar negeri dan mengubah pendekatan politik militer ke pendekatan politik
anti kekerasan dan terhormat agar dunia internasional tetap mengakui bahwa
Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.!3?

Pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan memberikan
perhatian, dukungan, dan bantuan agar Papua selayaknya daerah-daerah lain
di Indonesia dan dalam forum-forum internasional pemerintah Indonesia terus
berjuang dan bersuara terhadap gangguan dan ancaman berupa negara-negara
yang mendukung kemerdekaan Papua khususnya negara-negara Pasifik yang

memiliki beberapa kesamaan dengan orang asli Papua.
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Sedangkan, kondisi perekonomian orang asli Papua dapat dikatakan
masih belum sepenuhnya sejahtera atau tercukupi terkhusus daerah-daerah 3T
meliputi kawasan perbatasan, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan
berbagai kebijakan dalam maupun luar negeri, seperti penyetaraan harga dan
kerja sama antara negara tetangga. Kondisi perekonomian orang asli Papua
menjadi salah satu kepentingan nasional Indonesia melalui Joint Border
Committee mengingat tingkat perekonomian suatu daerah dapat
mempengaruhi kondisi nasional dan tidak dapat dilupakan sebuah fakta
bahwa kondisi perekonomian masyarakat Papua menjadi salah satu alasan
adanya aspirasi kemerdekaan yang selalu digaungkan oleh orang asli Papua,
sehingga pemerintah Indonesia melalui kerja sama lintas batas negara dengan
Papua New Guinea berusaha menghubungkan dan meningkatkan
perekonomian masyarakat Papua khususnya kawasan perbatasan.

Selain itu, mengamankan perbatasan antara Indonesia — Papua New
Guinea menjadi salah satu bagian penting bagi pemerintah melalui Joint
Border Committee mengingat terdapat beberapa permasalahan yang sering
dihadapi dalam pengelolaan batas wilayah negara yang berada di Provinsi
Papua. Provinsi Papua memiliki permasalahan dalam keterbatasan jumlah
patok batas negara dan kondisi pilar batas negara yang hilang, rusak atau
bergeser, di mana hal ini menjadi permasalahan utama dibandingkan dengan
permasalahan kesepakatan segmen batas negara yang dihadapi oleh kawasan

perbatasan darat lainnya di Indonesia.



Permasalahan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh “pelintas”
perbatasan secara tradisional maupun kebiasaan juga sering dilakukan oleh
penduduk yang bermukim di sekitar garis perbatasan kedua negara dan
menjadi bagian dari pengamanan perbatasan, di mana sebagian besar pelintas
yang melewati batas antar negara tidak didata dengan baik karena sistem
pendataan di sebagian besar perbatasan belum cukup memadai dan aparat
keamanan serta petugas pendataan yang “minim” dari kuantitas jumlah
maupun kualitas, sehingga hal ini menjadi isu atau permasalahan keamanan
yang membutuhkan kerja sama kedua negara tetangga yang dapat diwujudkan
dalam salah satu bentuk kerja sama perbatasan negara Republik Indonesia —
Papua New Guinea, yaitu Joint Border Committee (JBC).**

Keutuhan, kedaulatan, dan mengamankan perbatasan negara-bangsa
menjadi bagian penting bagi pemerintah Indonesia, sehingga keberadaan dan
ketersediaan sarana prasarana perbatasan negara menjadi sesuatu yang tidak
terlepaskan bagi suatu negara karena perbatasan antarnegara terkhususnya
Pos Lintas Batas Negara menjadi ‘gerbang’ yang mengatur kegiatan
masyarakat, barang, dan jasa bagi kedua negara dan diharapkan dapat
mengatur hubungan sosial dan ekonomi masyarakat kedua negara tetangga
ini, serta dengan pembangunan sarana dan prasana perbatasan diharapkan
dapat mengurangi keluar-masuk atau mobilitas barang-barang ilegal antar

negara.
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Kepentingan  nasional  Indonesia  dalam  melindungi  dan
mempertahankan keutuhan dan kedaulatan serta mengamankan perbatasan
negara-bangsa dari gangguan dan ancaman baik dalam negeri maupun luar
negeri, seperti Organisasi Papua Merdeka dan permasalahan lintas batas
antara pemerintah Indonesia dan Papua New Guinea melalui Joint Border
Committee sebagai bentuk kerja sama kawasan perbatasan telah disampaikan
dalam Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-
2019.

Renduk ini berisi arah kebijakan, strategi, dan program dalam
pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan
dengan jangka waktu lima tahun atau menengah. Pengelolaan batas wilayah
negara ini berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan
dan pengendalian. Sedangkan, pembangunan kawasan perbatasan terdiri dari
perbaikan atau perubahan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan
berkesinambungan terhadap suatu masyarakat atau sistem sosial secara

keseluruhan guna menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik.t3*
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada data dan analisis yang telah disajikan oleh peneliti
dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kepentingan
nasional Indonesia terhadap Papua New Guinea dalam kerja sama lintas batas
melalui Joint Border Committee (JBC) di kawasan perbatasan Merauke pada
tahun 2018 — 2020 adalah upaya untuk melindungi dan mempertahankan
keutuhan dan kedaulatan serta mengamankan perbatasan negara-bangsa dari
gangguan dan ancaman nasional maupun negara lain. Hal ini dilakukan
mengingat bahwa wilayah Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang rentan akan konflik dalam negeri dan lemah
terhadap berbagai gangguan dan ancaman baik dalam negeri maupun luar
negeri. Gangguan dan ancaman ini berupa Organisasi Papua Merdeka (OPM),
permasalahan perbatasan, aspirasi kemerdekaan dari sebagian masyarakat
Papua, dan dukungan negara-negara Pasifik akan pemisahan Papua dari
Republik Indonesia, sehingga bila terdapat gangguan dan ancaman akan

berdampak kepada stabilitas nasional Indonesia secara keseluruhan.

B. SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam
menambah dan memperluas keilmuan, pemahaman, wawasan, dan
memberikan masukan terkait kerja sama kawasan perbatasan negara. Hasil

dari penelitian ini sejatinya dapat dijadikan salah satu referensi bagi

117



mahasiswa yang mengkaji dan fokus terhadap penelitian berkaitan dengan
penelitian ini, di mana secara terkhusus bagi mahasiswa dengan program
studi Hubungan Internasional dan secara umum bagi masyarakat atau peneliti
lainnya sebagai pedoman referensi lebih lanjut atau referensi tambahan.

Peneliti juga berharap dari hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu
rujukan bagi pengambil kebijakan atau pihak instansi-instansi terkait dengan
perbatasan negara Indonesia mengingat terdapat beberapa wilayah perbatasan
darat dan laut dengan sebaran kawasan perbatasan yang luas di Indonesia, di
mana kawasan perbatasan ini dapat menjadi sumber-sumber ancaman dan
gangguan berupa konflik skala kecil maupun konflik skala besar sewaktu-
waktu jika tidak terdapat pengelolaan dan penyelesaian melalui forum-forum
atau kerja sama baik bilateral maupun multilateral.

Peneliti menyadari dalam penelitian ini masih terdapat sejumlah
kekurangan dalam proses penyusunan dan pembuatan skripsi dari awal
hingga hasil penelitian yang telah didapat oleh peneliti, sehingga peneliti
memohon maaf akan hal tersebut. Demikian, peneliti menyarankan apabila
terdapat penelitian lanjutan agar lebih baik jika terdapat banyak tambahan
data terkhususnya data primer dan dilakukan koordinasi dengan instansi-
instansi terkait perbatasan dari Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan

Keamanan (Custom, Immigration, Quarantine, and Security).
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